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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN

SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba b be
=y ta t te
& sa S es (dengan titik di atas)
z Jim ] je
- ha h ha (dengan titik di bawah)
# kha kh ka dan ha
B dal d de
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
J ra r er
5 zal y4 zet
o sin S es
g syin sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
b Za Z zet (dengan titik di bawah)
2 ‘ain ‘ apostrof terbalik
¢ gain g ge
) fa f ef
] gaf q Qi
4 kaf Kk ka
J lam I el
o mim m em
o nun n en
I wau w we
s ha h Ha
c hamzah ’ apostrof
S ya y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (*).
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fath}ah a a
, kasrah i i
3 dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fatnah danya’ ai adan i
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh:
(S kaifa
J;A : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
« ... |+ ... | fath}ah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
kasrah dan ya’ [ i dan garis di atas
j dammah dan wau v u dan garis di atas
Contoh:

Sk > mata
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Contoh:
&4 .rama
:gila
& yamatu
4. Ta marbatah

Transliterasi untuk ta’ marbatah ada dua, yaitu: ta” marbatah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbatah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbatah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JbY i3 raudah al-atfal
WLJ\ LJ.J : al-madinah al-fadilah
a4 : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda te~ydid ( = ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
¥  :rabbana
% :najjaing
30 :al-haqq

¢4 e
" L nu ima
32 ‘
e ‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:
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iJe @ ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
2y :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (!
(alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
szl al-syamsu (bukan asy-syamsu)
43),“ : al-zalzalah (az-zalzalah)
2l al-falsafah
S al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
020 1a’murana
’@J\ - al-nau
S s L syai’'un
s
F) 5 3
&l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:
FrZilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwmn
9. Lafz al-Jalalah (4)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

& 23> dmullah v billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& %55 3 25 hum frrahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasal
Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila f it al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi
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Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Aba

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Aba al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Aba al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Aba al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Aba Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Aba)

D. Dditdl SITIYRdAtdrt

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhanahi wa ta ‘dla

saw. = sallalléhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafat tahun

QS.../....4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama . Nurul Agidatul Izzah
NIM : 2120203874130048
Judul Tesis . Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Pasca

Penerapan Surat Edaran No. P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/1021
Studi Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum
Keluarga Islam)

Tesis ini membahas tentang pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah
baik berupa uang atau benda. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1)
Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca
penerapan surat edaran No.P005/Dj.lii/HK.00.7/10/2021 di kota Parepare 2)
Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca
penerapan surat edaran No.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare dan 3)
Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak
perempuan pasca penerapan surat edaran no.p005/dj.iii/nk.00.7/10/2021 di kota
parepare

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan
yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui
permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul
dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori
perubahan sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:. 1) Realita pelaksanaan
pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di kelurahan galung maloang
Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan
suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi
meskipun masih dalam keadaan iddah. Di kantor urusan agama bacukiki surat
edaran ini sudah diterapkan namun penerapannya di masyarakat masih tidak
sesuai. 2) Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan
suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi
kewajibannya lagi. Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri
cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah
fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah
kondisi ekonomi serta pendidikan juga mempengaruhi. 3) Berdasarkan hukum
islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan
dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan
dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak
memberatkan beban
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Kata kunci: Pemenuhan Hak Istri, Masa lddah, Surat Edaran, dan Hukum
Keluarga Islam

ABSTRACT
Name . Nurul Agidatul Izzah
NIM : 2120203874130048
Title . Fulfillment of Wife's Rights during the Iddah Period Post the

Implementation of Circular No. P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/1021: A
Study at the Religious Affairs Office in Parepare (Islamic Family
Law Perspective)

This thesis explores the fulfillment of the rights of wives during the iddah
period, whether in theform of money or possessions. The main issues in this
research are: 1) What is the reality of ahusband's obligation fulfillment during the
iddah period after  the implementation of Circular No.
P005/Dj.1ii/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 2) What are the causes of the
non-fulfillment ofwives' rights during the iddah period after the implementation of
Circular No. P005/Dj.lii/HKk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 3) What is the
Islamic family law perspective on the fulfillment of women's rights after the
implementation of Circular No. P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 in the city of
Parepare?

This research is of a field (field research) nature with an empirical juridical
approach, conducted directly to understand the actual problems, then connected to
applicable regulations and existing legal theories. Data collection techniques in
this research include observation, interviews, and documentation. The research
construction in addressing emerging issues uses legal validity theory, legal utility
theory, and social change theory.

The research findings conclude that: 1) The reality of the implementation
of a husband's obligation fulfillment during the iddah period for wives in the
Galung Maloang sub-district of Bacukiki did not adhere to Islamic Sharia because
the former husband, after divorcing his wife, did not provide maintenance even
during the iddah period. Although this circular has been implemented in the
Religious Affairs Office in Bacukiki, its application in society is still not in line
with expectations. 2) The relationship between the two parties is not well-
established, as the former husband believes that after divorce, he is no longer
obligated. Marriages occurring during the wife's iddah period tend to result in
unfulfilled wife's rights due to the focus on the second marriage. The main causes
are economic conditions and education, which also influence the situation. 3)
According to Islamic law, the protection of women's fundamental rights and
dignity is the objective of this circular. The fulfillment of obligations by the
former husband is adjusted to the community's ability and the prevailing sense of
fairness to avoid undue burdens.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan dinilai sakral dengan ikatan laki-laki dan perempuan memiliki
latar belakang yang berbeda didasarkan keinginan menjadi satu ikatan suci, untuk
membangun keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan Maqasid Al-Syari’ah,
yaitu menjaga keturunan dalam tingkat dharuriyah, hajiyah dan tahshiniyah.®
Pernikahan merupakan akad yang paling kuat atau Mistagan Ghalidzan untuk
mentaanti perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perceraian merupakan pintu darurat apabila semua hal telah ditempuh
untuk menyatukan kembali pasangan suami istri. Meskipun perceraian adalah
sesuatu yang diperbolehkan (halal), tetapi dihadapan Allah swt. perbuatan tersebut
merupakan hal yang dibenci. Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat
modern sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai
motivasi untuk membangun hubungan suami istri dalam bentuk kasih sayang
(sakinah, mawaddah dan warahmah) merupakan konsepsi Islam yang luhur untuk
selalu dijaga dan diaplikasikan > Namun demikian, dalam kehidupan nyata
perubahan manusia banyak juga dipengaruhi oleh sudut pandang individu,

pendidikan, faktor ekonomi, sosial-politik, gender yang pada ujungnya adalah

! Hafidz Syuhud, “Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah
Pada Masa iddah,” dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4 Nomor 1, 2020, h 64.

2 Bakhtiar Hasan, “Perceraian Dan Perubahan Sosial di Kabupaten bungo Terhadap Tren
Pola Perceraian Dari Talak Cerai Ke Gugat Cerai,” dalam Jurnal None Volume 24, Nomor 2,
Januari 2009, h.371.



untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam menJalani kehidupan rumah
tangga.

Mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya adalah merupakan
suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah Allah swt. yang
harus dijaga dan diperlakukan dengan baik melalui prosesi keagamaan dalam akad
nikah.? Pilihan untuk berpisah tentu bukanlah keputusan yang mudah dbuat.
Mengingat perceraian adalah hal yang sebetulnya diperbolehkan namun sangat
dibenci oleh Allah swt.

Pada Jalan Lingkar Tassiso Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung
Maloang, ada beberapa perempuan yang telah bercerai belum menyelesaikan
masa iddahnya, akan tetapi mantan suami mereka telah melaksanakan pernikahan
dengan perempuan lain. Mantan suaminya telah menikah kembali saat
perceraiannya baru dua bulan lebih tujuh hari disebabkan sebelum bercerai sudah

menjalin hubungan dengan wanita lain.

Istri yang diceraikan tersebut bernama Ibu WD tidak mendapatkan hak-
haknya dalam menjalankan masa iddah, bahkan mantan suaminya tidak
memberikan nafkah iddah.Selain itu masih banyak mantan suami yang setelah
menceraikan istriya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan
Agama yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah iddah. Akibatnya
istri yang diceraikan harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-

anaknya, agar tidak putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut

® Rusdaya Basri, “Figh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV.
Kaaffah Learning Center, 2019).h.87.



berpindah ke mantan istri karena mantan suami lepas tanggung jawab untuk
memberikan nafkah.

Seperti yang terjadi pada Ibu WD ada pula kasus di Kecamatan Bacukiki
Kelurahan lemoe bernama Ibu FT yang telah bercerai dan masih dalam masa
iddah tetapi tidak mendapatkan haknya karena mantan suaminya menikah lagi
serta hanya melihat statusnya sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya
pendidikan serta segala keperluan yang dlbutuhkan oleh anaknya tetapi
melupakan kewajibannya terhadap mantan istri.

Selanjutnya dalam kasus yang sama terdapat suami yang melalaikan
kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Mereka telah
melakukan musyawarah yang menghadirkan keluarga masing-masing tetapi tetap
saja mantan suami tidak dapat memenuhi nafkah dalam masa iddah tersebut
disebabkan penghasilannya terbatas. Ada pula seorang Ibu dua anak yang usianya
masih dua puluh tiga tahun menyampaikan keadaannya setelah perceraian yang
harus lebih menguras tenaga untuk mendapatkan uang sebab suaminya telah
menikah lagi padahal masa iddahnya belum selesai. Mantan suaminya juga telah
melupakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah iddah karena lebih fokus
dengan pernikahannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak
sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla al-
dukhul memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan



tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh gabla
al-dukhul memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.*

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan
perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara
keduanya. Apabila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai
permasalahan, misalnya anak putus sekolah, sehingga anak tersebut menjadi
terlantar atau bahkan menjadi gelandangan.

Ketika bercerai suami melupakan kewajiban memberikan nafkah selama
iddah yang terjadi kemudian istri menjadi janda mengurus dirinya sendiri beserta
anak-anaknya. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang
mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada
masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus
memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah
yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap
tugas sucinya. Pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah juga akan ditinjau
pasca surat edaran direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: P-

005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
dan meneliti permasalahan tersebut lebih mendalam melalui karya ilmiah ini

terkait pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah.

* Mustating Daeng Maroa And Dri Sucipto, “Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum
Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” dalam Jurnal
Yustisiabel Volume 5, Nomor 1, Juli 202, h.83



B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian dan deskripsi fokus adalah suatu kaidah upaya
mengelolah data menjadi Sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat
dengan tujuan agar dapat dimegerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya
sendiri.’
Adapun fokus penelitian pada kajian ini adalah:
1. Kajian legalitas Surat Edaran No.P005/Dj.111/HKk.00.7/10/2021 di Kantor
Urusan Agama Parepare
2. Kajian pemenuhan hak-hak istri terkait ~ Surat  Edaran
No0.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Parepare
3. Kajian penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 tentang
pernikahan dalam masa iddah di Kantor Urusan Agama Parepare
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana
pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah istri pasca penerapan surat
edaran No.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 KUA di Parepare? Dengan sub
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah istri
pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.lii/HKk.00.7/10/2021 di Kota

Parepare?

*Vardiansa Dani, Filsafat llmu Komunikasih: Suatu Pengantar, (Jakarta: Indeks 2008).



2. Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah
pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 di Kota
Parepare ?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-
Hak Perempuan Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.lii/Hk.00.7
/10/2021 di Kota Parepare?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji

dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini
sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah
pasca penerapan Surat Edaran No.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 di Kota
Parepare.

b. Untuk menganalisis penyebab tidak terpenuhinya hak-hak Istri dalam
masa iddah pasca penerapan Surat Edaran
No0.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare.

c. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan
hak hak perempuan pasca penerapan Surat Edara
No.P005/Dj.1ii/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare.

2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam

tataran teoritis maupun praktis baik secara langsung maupun tidak langsung



kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini
memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi peneliti lain yang
akan mengkaji mengenai Pemenuhan hak-hak Istri dalam masa iddah Pasca
Penerapan Surat Edaran Nomor: P005/DJ.I11/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan
Agama Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)
b. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis penelitian ini, yaitu secara sistematis yang
berdayaguna kepada akademisi maupun praktisi terkhusus pada konsentrasi studi
Hukum Keluarga Islam dan bidang hukum lain pada umumnya. Selain itu juga
dapat memperluas wawasan bagi para akademisi dalam mengkaji kemanfaatan
larangan pernikahan dalam masa iddah istri.
c. Manfaat Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan salah satu media bagi penulis untuk mempelajari
dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu,
penelitian ini juga sebagai wadah dalam menggunakan ilmu pengetahuan penulis
yang diperolen selama menempuh perkuliahan dalam disiplin ilmu Hukum
Keluarga Islam.
E. Sistematika Pembahasan Tesis
Bab | terdiri dari bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Penjelasannya

sebagai berikut:



1. Latar belakang masalah menjelaskan tentang motivasi penelitian sehingga
jelas urgensinya. Untuk itu motif penelitian terdiri atas gejala proses
terjadinya kesenjangan antara teori ilmu dengan kebijakan yang empiris,
mengungkapkan posisi dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan
kebijakan dan perbaikan kondisi, urgensi penelitian pun akan lebih jelas jika
dihubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Fokus penelitian dan deskripsi fokus mengumpulkan intisari dari penelitian
yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat
mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.

3. Rumusan masalah diungkap dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut
menggambarkan cakupan proses-proses dan makna-makna yang akan

dideskripsikan, dianalisis, maupun diinterpretasi. Pertanyaan penelitian ini

didasarkan pada penelusuran latar belakang masalah-

4. Tujuan penelitian menunjukkan sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam
penelitian sebagai gambaran tentang output dari skripsi. Tujuan penelitian
diformulasi dengan merujuk kepada rumusan masalah. Kegunaan penelitian
menjelaskan kegunaan penelitian baik mengenai keuntungan teoretis maupun
praktis. Secara umum, dinyatakan bahwa temuan-temuan penelitian dapat
dimanfaatkan oleh pribadi, lembaga dan masyarakat serta dalam rangka
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

5. Sistematika pembahaasan tesis mencakup keseluruhan tujuan dari bagian-

bagian isi tesis



Bab Il Tinjauan Pustaka berisi tinjauan terhadap penelitian relevan, tinjauan
teori dan tinjauan konseptual serta bagan kerangka pikir yang digunakan dalam
penelitian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan penelitian relevan memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang
terkait dengan fokus penelitian. Tinjauan atas hasil penelitian tersebut
mencakup substansi topik, temuan dan metode yang digunakan. Bagian ini
tidak sekedar mengemukakan nama peneliti, judul penelitian serta objek
masalah penelitiannya, akan tetapi menjelaskan secara abstraktif mengenai
relevansinya dengan masalah yang diteliti dan yang terpenting adalah apa
yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. Analisis teoretis subjek mengkaji secara teoretis dan konsep mengenai
permasalahan penelitian dan hal-hal yang terkait dengan tema penelitian.

3. Kerangka teoretis penelitian menghubungkan beberapa konsep yang terdapat
pada judul maupun konsep yang tersirat dengan menjelaskan tentang
hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari
masalah yang diteliti.

4. Bagan Kerangka pikir menggambarkan sebuah model atau gambaran yang
berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang
didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan
variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram

atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Bab 111 Metode Penelitian Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan

jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber
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data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik

analisis data.

1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian berisi uraian tentang
pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif.
Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research).

2. Paradigma Penelitian sebagai kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti
dengan memandang realita suatu permasalahan dan teori.

3. Sumber Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang
digunakan adalah wawancara pada pihak KUA Parepare dan masyarakat yang
mengalami kasus tersebut. Data sekunder berupa arsip Surat Edaran yang
terkait.

4. Waktu dan Lokasi penelitian. Peneliti sedapat mungkin menggambarkan
secara jelas terkait KUA Parepare sebagai tempat melakukan penelitian,
kondisi lokasi, dan aspek aspek yang terkait dengan hal tersebut yang
dianggap penting.

5. Instrumen Penelitian sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang
diperlukan

6. Tahapan Pengumpulan Data terdiri dari beberapa sumber

7. Teknik Pengumpulan Data mempengaruhi hasil penelitian yang akan
dipertanggungjawabkan

8. Teknik pengolahan dan Analisis Data ini untuk menemukan dan mengganti

dengan sistematik data hasil wawancara
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9. Teknik Pengujian Keabsahan Data berupa trianggulasi untuk menjamin
validitas data
Bab IV Hasil Penelitian pada intinya merupakan jawaban dari beberapa

pertanyaan yang diajukan. Maka, jumlah hasil penelitian dan pembahasan sama

dengan jumlah masalah penelitian.

1. Hasil penelitian. Dalam bagian ini peneliti menyampaikan sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan
dan pengambilan tindakan.

2. Pembahasan hasil penelitian. Peneliti memIbuat interpretasi tentang data hasil
penelitian yang memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara polapola,
kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori dan
temuan sebelumnya serta penafsiran terhadap temuan penelitian. Dalam
menafsirkan data, peneliti berdasar pada data yang telah diuji keabsahannya
dan keterpercayaannya sesuai dengan teknik uji data yang ada pada penelitian

kualitatif.

Bab V Penutup Bab penutup merupakan bab terakhir yang berisi simpulan
dan saran.

1. Simpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan
melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah penelitian. Simpulan berisi
intisari dari beberapa pertanyaan yang ada dalam pembahasan atau temuan
terbaru dalam penelitian.

2. Saran atau rekomendasi yang diajukan adalah usulan atau anjuran kepada

pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap
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tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk
penelitian berikutnya. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat

penelitian.

Daftar Pustaka terdiri dari daftar tulisan yang dicantumkan dengan atau tanpa
dirujuk langsung didalam teks
Lampiran-lampiran terdiri dari surat surat permohonan hasil penelitian,

rekomendasi penelitian dan surat keterangan wawancara serta dokumentasinya



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian yang Relevan

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar
penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak bersifat mengulang atas penelitian
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga
dengan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya, maka akan diperoleh
gambaran umum dalam penelitian ini. Merujuk pada beberapa referensi, berikut
penulis uraikan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Tesis Nattasya Mellianadya dengan judul “Tinjauan Yuridis-Normatif
Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan
dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Tiga KUA di Kalbupaten Banyumas)”. Latar
belakang masalah tesis ini pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan yang
dilakukan oleh mantan suami dengan perempuan lagi ketika masa iddah istrinya
masih berlangsung. Adapun perceraian keduanya adalah talak raj’l . Dalam masa
iddah talak ini suami masih memiliki hak untuk memberikan nafkah, makan dan
kiswah kepada mantan istrinya meskipun telah menikah dengan perempuan lain.°
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah
sama-sama meneliti tentang kewajiban suami terhadap istrinya dalam masa iddah.

Adapun perbedaannya penelitian ini lebih mengkaji secara yuridis normative dari

® Nattasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-
005/Dj. lii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri”, dalam Jurnal Hukum
Sunan kalijaga Yogyakarta Volume 6 Nomor 3, Agustus 2022, h.414

13
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surat edaran tersebut agar tidak terjadi poligami terselubung sedangkan penelitian
yang akan penulis angkat membahas tentang kewajiban suami dalam masa iddah
penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam No. P-
005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 studi Kantor Urusan Agama Parepare (analisis hukum
keluarga Islam).

Tesis Ani Sri Duriyati dengan judul “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas
Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek Pengadilan Negeri Semarang”. Latar
belakang masalah tesis ini yaitu perceraian merupakan suatu perbuatan hukum
yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Pengadilan
dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari
mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan
nafkah untuk anak-anak.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah suami
terhadap istri dalam masa iddah. Untuk perbedaannya penelitian ini tentang
putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang sedangkan penelitian yang akan
penulis angkat mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah pasca

penerapan Surat Edaran No. P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021.

Tesis Muhammad Nawawi dengan judul “Penerapan Hak Officio dan
Ijtihad Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan

Agama Yogyakarta”. Latar belakang tesis ini dalam perkara perceraian

" Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam
Praktek Di Pengadilan Agama Semarang” , dalam Jurnal Diponegoro law, Volume 4, Nomor 3,
juli 2009, h.296



15

merupakan kewajiban suami yang melekat harus ditunaikan suami terhadap istri
tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang harus didapat pasca
perceraian maka Hakim dapat menggunakan hak officio. Tetapi dalam
kenyataannya putusan Pengadilan Agama terkait hal ini Hakim memutus ex
officio seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah madhiyah juga sebagai
bentuk perlindungan terhadap mantan istri da ada pula memutus ex officio seperti
hadhanah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak®. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang
kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah. Perbedaannya adalah
penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah iddah dan mut*ah pada
perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang berbagai hal yang
dijadikan sebagai pertimbangan Hakim sedangkan penelitian yang akan penulis
angkat mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah pasca

penerapan surat edaran No. P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021.

Jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul implementasi nafkah iddah
pada Pengadilan agama watampone oleh Nurstadig. Pokok permasalahan tentang
status hukum nafkah iddah, dan bagaimana cara penentuan jumlah nafkah iddah,
serta upaya Hakim dalam menyelesaikan perkara suami menolak memberi nafkah
iddah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan filosofis. Ketentuan nafkah iddah di dalam Al-Qur’an

dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah wajib diberikan kepada istri

® Muhamad Nawawi, “Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak
Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam jurnal Hukum Yogyakarta
Volume 5 Edisi 2, Mei 2016, h. 398
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yang ditalak raj’i, diminta ataupun tidak diminta dalam persidangan, selama
perceraian Ibukan karena nusyuznya istri. Namun tidak demikian dengan
peraktiknya di Pengadilan Agama Watampone. Penentuan nafkah iddah pada
Pengadilan Agama Watampone tetap mengedepankan kesepakatan antara pihak
suami dan istri, apabila tidak didapati kesepakatan antara keduanya, maka Majelis
Hakim vyang akan menentukan jumlahnya dengan mempertimbangkan
kemampuan suami dan kelbutuhan istri. Terkait perkara suami menolak memberi
nafkah iddah, Majelis Hakim menempuh beberapa upaya, namun upaya yang
ditempuh tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan beberapa upaya yang

ditempuh tidak sesuai dengan hukum acara yang ada.

Buku dengan judul Figh Iddah: Klasik dan Kontemporer yang ditulis oleh
Muhammd Isna Wahyudi. Dalam buku tersebut disimpulkan bahwa dalam rangka
untuk menghormati status perkawinan yang tidak hanya identik dengan kontrak
biasa, melainkan sebagai perjanjian yang kokoh (misaqan galiza), maka iddah
tidak hanya berlaku bagi seorang perempuan, tapi juga berlaki bagi laki-laki yang
bercerai dengan istrinya. Sementara Asril Dt. Paduko Sindo dalam tulisannya
yang berjudul “Iddah dan Tantangan Tekonologi Modern” menyatakan bahwa
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah
ketentuan iddah, hanya saja menurut Asril perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi modern tersebut dapat dimanfaatkan dalam kasus wayzi* syubhat dan

zina. Poligami dapat ditemukan dalam Buku Mengapa Nabi Muhammad
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Berpoligami karya Islah Gusmian. Dalam Buku tersebut Islah menguraikan
beberapa pandangan mengenai poligami. °
B. Analisis Teoretis
Secara teknis, tinjauan teoretis berperan sebagai pisau bedah untuk
menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan
dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan beberapa
kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk meganalisis permasalahan serta
menjawab pertanyaan yang ada. Kerangka teori yang dimaksud yakni sebagai
berikut:
1. Teori Legalitas Hukum
Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata
absah. Keabsahan memilik arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga
keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan
segala yang dibendakan. Hukum itu sebagai suatu alat sosial yang bertugas
menghasilkan suatu keadilan, di dalam penegakannya harus memperhatikanya
suatu penerapanya asas Hukum yang akan tetapi memerlukanya sebuah
pandangan antaralain dasar-dasarnya yang umum atau petunjukpetunjuknya bagi
hukum yang sudah diberlakukanya, yaitu dasar-dasar atau petunjuk didalam

hukum positif.*°

®Muhammad isna wahyudi, Figih Iddah Klasik Dan Kontemporer (Depok: Pustaka
Pesantren, 2009),h.14.

% Harun Fadhli , “Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential
Threshold Dan Regent Treshold,” dalam Jurnal De Jure Muhammadiyah Volume 6 Nomor 5,
Mei 2021,h.293
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Asas-asas hukum merupakan aturan-aturan mendasari hukum yang abstrak
dan pada umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum
didalam sistem hukum, asas hukum itu terdapat fungsinya antara lain dengan
menjaga keberlakuan asas atau konsistensinya, mengakhiri konflik yang ada di
dalam sistem hukum berlaku.'*

Asas hukum terletak di paling tingginya dalam suatu bentuk aturan hukum.
Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental bagi tercipta suatu
bentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturan-aturan fudamental dan prinsip-
prinsipnya hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi
peraturan konkrit dan dalam melaksanakan hukum. Di dalam peraturan konkrit
seperti adanya undang undang itu tidak boleh ada pertentangan dengan asas
hukum yang ada, maka dari itu didalam suatu putusan Hakim, melaksanakan
hukum, hukum dasarnya, dasar yang sesuatu menjadikannya dasar pemikiran atau
berargumentasi dan sistem hukumnya.*?

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan istilah dalam bahasa
latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan
yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali salah satu asas preferensi dalam ilmu

" Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan,
Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” dalam Jurnal
Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 3, Agustus 2020, h.305

2 Abd Hadi, “Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Perspektif Teori Hirarki Norma
Hukum,” dalam Jurnal Ummul Qura Volume 4 Nomor 2, April 2014 h.53



19

hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu
peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.*®

Aturan-aturan yang sifatnya umum tersebut bukan hanya memiliki
“validiti” sebagai hukum yang telah ada aturan yang sifantya itu khusus, aturan
yang sifantnya khusus itu merupakan hukum yang validiti, yang punya
kekuatannya berikat untuk diterapkanya kepada peristiwa-peristiwanya yang
konkrit. Aturan-aturan hukum yang berisikan asas bernama lex specialis derogat
legi generalist dimasukan ke kategori ruleofrecognition mengatur aturan hukum
yang dapat diakui sahh sebagai aturan yang diberlakukan.'*

Asas hukum seringkali berfungsi sebagai penyelesai konflik di antara
norma-norma hukum positif. Misalnya, di dalam contoh di atas terdapat sejumlah
undang-undang yang menjadi hukum positif (sama-sama tengah berlaku pada
suatu tempat). Apabila terjadi konflik di antara mereka, maka asas-asas itu akan
tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana di antara undang-
undang itu harus dipakai sebagai acuan. Itulah sebabnya, asas hukum sering
diselbut sebagai pengobat hukum (legal remedies).™

Asas lex specialis derogat legi generali dipakai untuk mengatasi konflik
antara undang-undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan
dengan undang-undang yang lebih sempit substansi pengaturannya. Contoh yang

sering digunakan adalah konflik antara pasal-pasal yang ada di dalam Kitab

13 Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior,” dalam Jurnal Legislasi
Indonesia Volume 16 Nomor 3, Mei 2020,h. 305.

Y Vincentius Patria Setyawan and Hyronimus Rhiti, “Relasi Asas Legalitas Hukum
Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam,”dalam Jurnal Inovasi Penelitian VVolume 2, Nomor 12 , Juni
2022, h. 3813.

> Atmadja,-Budiartha. “Teori-Teori Hukum” (Setara Press, 2018),h.75.
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Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Dalam hal ini, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dianggap
lebih khusus, sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan. Analisis struktur
atas asas lex specalis derogat legi generali di dalam tulisan ini menunjukkan
bahwa hierarki undang-undang (lex) di sini haruslah sejajar. Jika secara hierarki,
undang-undang ini tidak lagi sejajar, maka asas ini tidak dapat digunakan. Untuk
itu harus dicari asas hukum lain untuk menyelesaikan konflik itu.°

Konflik di antara norma-norma dalam peraturan perundang-undangan
dapat terjadi karena perbedaan hierarkis (konflik vertikal), misalnya antara
undang-undang dasar dan undang-undang dalam arti formal. Juga antara undang-
undang dalam arti formal dan peraturan pemerintah, demikian seterusnya
mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa semua
peraturan perundang-undangan dapat juga diselbut ‘undang-undang dalam arti
material’. Undang-undang dalam arti formal sudah pasti undang-undang dalam
arti material, tetapi undang-undang dalam arti material belum tentu undang-
undang dalam arti formal. Semua undang-undang dalam arti material ini, di dalam
terminologi  hukum di Indonesia disebut ‘peraturan perundang-undangan’.
Konflik secara vertikal ini akan diselesaikan dengan asas lex superior derogat legi
inferiori. Sementara itu, konflik yang terjadi di antara peraturan perundang-
undangan yang setingkat (satu hierarki atau horisontal) berkenaan dengan

pengaturan substansi yang sama, diatasi dengan mengacu pada keberlakuan

1® panggabean , Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Jakarta:
Alumni, 2023), h.209
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yuridis termutakhir di antara undang-undang yang berkonflik; dalam hal ini
digunakan asas lex posterior derogat legi priori.*’
2. Teori Utilitarianisme

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan
hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah
yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah
manusia akan tetapi hukum Ibukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu
alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan
hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan
manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.*®

Kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin
kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.
Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam
menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang
banyak. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata
untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi
sebanyak-banyaknya warga masyarakat. *°

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu

hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran

7 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih,” dalam Jurnal Ilmu
Syari’ah dan Hukum Volume 50, Nomor 1, September 2019, h.141.

¥ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian
Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” dalam Jurnal Warta Dharmawangsa Volume 13, Nomor 1,
November 2019,h.78.

¥ Ainullah Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam
Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan,” dalam Jurnal Studi Keislaman Volume 3, Nomor 1, Juli
2019, h.86.
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utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan
untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi
sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan
hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas
rakyat.?°

Konsep utilitas pun mendapatkan ktitikan tajam seperti halnya yang
dialami oleh nilai pertama di atas, sehingga dengan adanya kritik-kritik terhadap
prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah
teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh
utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau justice
as fairness (keadilan sebagai kejujuran).?

Titik berdiri dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham adalah sama dengan
titik berdiri yang diambil oleh aliran positivisme hukum. Perbedaan yang ada pada
aliran positivisme hukum dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham terletak
kepada bagaimana memandang tujuan kepastian hukum itu berakhir. Di dalam
aliran positivisme hukum, kepastian hukum berakhir ketikan suatu putusan,
keputusan, atau suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, sedangkan
teori utilitarianismenya Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum itu

tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi juga harus melalui evaluasi etis-etika,

20 Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan
Pembatasan Usia Pernikahan, dalam Jurnal Studi Keislaman”, Volume 6, Nomor 16, Oktober
2019,h.256.

2! Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari
Alih Fungsi,” dalam Jurnal Jurisprudence Volume 9, Nomor 1, Mei 2019, h.102.
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agar dapat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan dari produk hukum
tersebut.??

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham bukan hanya membahas tentang
kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum, maka dengan menggunakan skema
yang diperkenalkan oleh Stanley L. Paulson, Teori Utilitarianisme Jeremy
Bentham berada pada titik berdiri tesis separibilitas (yang memisahkan hukum
dengan moralitas) dan tesis reduksi (yang menyatukan antara hukum dengan
fakta), yang mana titik berdiri ini merupakan titik berdiri yang sama dengan aliran
positivisme hukum. Tujuan dari adanya metode uji yang diperkenalkan oleh
Jeremy Bentham ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum
suatu produk hukum, tetapi dalam memandang kepastian hukum ini, Jeremy
Bentham tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga
harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga
dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum
tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang
bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari
produk hukum.?

1. Teori Perubahan Sosial
Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika

masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri

%2 Faradistia Nur Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme
Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia,” dalam Jurnal Relasi Publik Volume 1, Nomor 4,
Mei 2023, h.111.

2 Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam
Penegakan Hukum Indonesia.” Dalam Jurnal Relasi Publik VVolume 1, Nomor 4, Mei 2023,h.111-
123.
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masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narwoko
mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang
perubahan sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional,
struktural konflik, dan pikologi sosial.?*

Kehidupan sosial selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam
skala kecil maupun besar. Perubahan sosial sendiri sangat dipengaruhi oleh
perkembangan zaman. Perkembangan zaman akan selalu memunculkan
permasalahan-permasalahan baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya.
Pesatnya perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan sosial secara
cepat dan terus menerus.”

Perubahan sosial merupakan suatu kepastian yang akan terjadi kepada
setiap kelompok masyarakat, baik itu disadari maupun tidak. Namun, setiap
kelompok masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang berbeda dengan
kelompok masyarakat lainnya. %

Apabila dicermati kembali terhadap lembaga pernikahan dan perceraian
tidak dapat dilepaskan dari faktor dasar atas kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan
fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif. Masalah perceraian menyangkut
juga masalah pranata pernikahan yang merupakan ikatan antara laki-laki dan
perempuan yang sudah saling memahami dan saling mencintai untuk akhirnya

menjadi pasangan suami istri. Kalau dalam perjalaan pernikahan ternyata ada

# Lorentius Goa, “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” dalam Jurnal
Kateketik Dan Pastoral Volume 2, Nomor 2, Juli 2017, h.53.

% Goa, “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat.”dalam Jurnal Pastoral
Volume 2, Nomor 2, April 2017, h.57

%8 piotr Sztrompka, “Sosiologi Perubahan Sosial” (Surabaya: Prenada, 2005), h.50



25

perubahan dan pergeseran nilai dari suatu kesepakatan sebagai ikatan yang suci
dan kuat (misyagon ghalidlon) sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan
suami istri dan anggota keluarga lainnya sebagai akibat dari kendornya komitmen
pasangan suami istri dan banyak dipengarui oleh faktor internal pasangan suami-
istri tersebut, maupun faktor ekternal terutama dalam hubungan dan perubahan
social dalam masyarakat.”’

Salah satu yang menjadi problematika ketika terjadi perubahan sosial,
yakni terjadinya kekosongan hukum pada permasalahan-permasalahan baru.
Kekosongan hukum tersebut tentu berimbas pada terjadinya kebingungan dalam
masyarakat tentang kejelasan hukumnya. Oleh sebab itu, perubahan sosial dalam
masyarakat harus diimbangi dengan metode-metode dalam penetapan hukum.?

Mengenai hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam Bukunya yang
berjudul I’lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al’Alamin dan al-Turug al Hukumiyyah,
memandang bahwa metode ijtihad merupakan salah satu cara untuk
menyelesaikan permasalahan baru ditengah masyarakat yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Kedudukan ijtihad dalam perkembangan zaman sangat
sentral dalam menetapkan suatu hukum. Namun, dalam melakukan ijtihad harus
senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi penetapan hukum. 2

" Mahfudz Junaedi, “Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: (Studi Kasus Di
Kalbupaten Wonosobo),” dalam Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Volume 13, Nomor 2,
Desember 2018, h.259.

%8 Sztrompka, “Sosiologi Perubahan Sosial.”(Surabaya : Prenada, 2005), h.67

2 Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan,”dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018, h.187.
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Menurut Ibnu Qayyim setidaknya terdapat lima factor yang mempengaruhi

penetapan suatu hukum, yaitu sebagai berikut:
1) Al-Azminah (situasi zaman)
2) Al-Amkinah (situasi tempat)
3) Al-Ahwal (keadaan)
4) Al-Niyat (sebab niat atau keinginan)
5) Al-Awa’id (adat-tradisi).*

Kelima faktor di atas merupakan faktor penentu dalam penetapan suatu
hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menetapkan suatu
hukum, maka harus melihat terlebih dahulu faktor zaman, situasi tempat, keadaan,
niat, atau keinginan, serta adat-tradisi dalam suatu masyarakat. Hal tersebut
diperlukan mengingat bahwa perkembangan zaman akan menyebabkan terjadinya
perubahan sosial yang akan mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan status
sosial dan status hukum terhadap permasalahan dalam kelompok masyarakat.**

Pemikiran yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim tersebut tidak terlepas
dari peran gurunya yakni Ibnu Taimiyah dalam melakukan pembaharuan hukum
di zamannya. Ketika itu Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ingin mengubah
paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah ditutup
sementara dengan permasalahan-permasalahan baru yang belum memiliki

kejelasan hukum terus bermunculan. Karena itulah, Ibnu Qayyim dan Ibnu

%0 Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan,”dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018,h.187.

3! Rusdaya, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan,” dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018,h.187.
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Taimiysh secara terus menerus memperjuangkan penggunaan metode ijtihad agar
dapat memiliki kebebasan dalam berfikir serta berpendapat terhadap
permasalahan baru yang dihadapi saat itu.*

Selain itu, upaya untuk kembali menggunakan metode ijtihad tidak
terlepas dari penilaian mereka bahwa hukum yang ada ketika itu tidak relevan lagi
digunakan sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum yang lebih
responsive dan kondisional. Dengan kata lain, pemikiran tentang lima faktor yang
mempengaruhi penetapan suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
kehidupan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah.®

Gagasan lima faktor tersebut dicetuskan sebagai upaya agar hukum yang
diberlakukan benar-benar relevan dan dapat diterapkan ditengah masyarakat.
Terjadinya perubahan sosial tentu berpengaruh pada terjadinya perubahan hukum,
sebab hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi yang ada. Gagasan tersebut sekaligus mempertegas
bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mampu mengikuti perkembangan
zaman yang bersifat fleksibel. Dengan begitu, gagasan tersebut akan mewujudkan

Islam sebagai rahmatan lil’alamin yang bisa diterima.>*

%2 Rusdaya, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan,” dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 16, Nomor 2, 2018,h.187.

%% Rusdaya, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan,” dalam Jurnal Syariah dan Hukum, VVolume 16, Nomor 2, 2018,h.187.

% Rusdaya, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan,” dalam Jurnal Syariah dan Hukum, VVolume 16, Nomor 2, 2018,h.187.
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Dengan gagasan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, Betrand selaku
penggagas teori perubahan sosial modern juga berpendapat bahwa perubahan
sosial yang terjadi ditengah masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik
secara internal maupun eksternal.® Gillin dalam Abdulsyani mengemukakan
bahwa ‘“Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah
diterima.” Perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi
geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena
adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.?’6

Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara
membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di
masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya
perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi perhatian studi, dan
kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda. Keseimbangan dalam sosial
masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. *'

2. Kerangka Teoretis Penelitian

Setelah menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian,
penting pula kiranya untuk memberikan gambaran terhadap penentuan arah dan
tujuan, dengan memperhatikan beberapa konsep yang telah dijelaskan

sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka pikir penelitian ini dapat dijelaskan yaitu

% Juliana Lumintang, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan
Masyarakat Di Desa Tara-Tara I,” dalam Jurnal Acta Diurna Komunikasi VVolume 4, Nomor 2,
2019,h.174.

% Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” dalam Jurnal
Al Tahrir Volume 16, Nomor 1, 2016, h.197.

$"Muhammas Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014),h.67
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pengertian perceraian dalam pandangan Islam adalah pintu darurat apabila semua
hal telah ditempuh untuk menyatukan kembali pasangan suami istri.

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan
pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar Kita
mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan
teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.

Proses tersebut adalah proses penelitian atau observasi. Dalam proses
penelitian sendiri ada tiga unsur penting yang harus Grameds ketahui, yaitu
sasaran dari penelitian tersebut yang ingin dicapai (biasanya berupa pengetahuan
dan informasi tambahan), usaha untuk melakukan penelitian atau kegiatan
observasi tersebut, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan untuk
mendapatkan pengetahuan tersebut atau metode ilmiah. Dalam unsur yang
terakhir, yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan semua
informasi dan yang digunakan untuk proses observasi ini memiliki karakteristik

yang berdasarkan pada susunan kerangka teori dan kerangka konsep.
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3. Bagan Kerangka Teori

PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI

Surat Edaran No : P-
005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021

Hukum Keluarga Islam

HUKUM ISLAM

|

[ Teori Utilitarianisme ] [ Teori Perubahan Sosial ]

l

[ HASIL PENELITIAN ]

I

/ 1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban\
suami dalam masa iddah istri di
Bacukiki belum sesuai

2. Penyebab utama tidak terpenuhi
adalah kondisi ekonomi

3. Perlindungan terhadap hak asasi
dan kehormatan perempuan

- /

Teori Legalitas ]




BAB Il1I
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus
diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode
penelitian, data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara
ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Metode ini sebuah cara yang
lebih menekankan aspek pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu
permasalahan. Oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa metode penelitian
yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, jenis penelitian ini
dikategorikam sebagai field research. Selain itu, penelitian lapangan juga dikenal
sebagai penelitian hukum non doctrinal. Penelitian ini mengambil data primer dari
lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian kembali
pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian hukum ini
mentitikberatkan pada penggunaan sumber data primer. Data data yang diperlukan
melalui temuan di lapangan . Dilihat sisi pelaksanaanya, penelitian secara
langsung berinteraksi kepada dengan Kepala Kantor Urusan Agama Parepare
terkait surat edaran Nomor: P005/DJ.I1I/HKk.00.7/10/2021 dan masyarakat
sekitar.®®

Dalam penelitian empiris ini yang menjadi focus kajiannya adalah

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan

%8 D Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.41.
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kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi
juga memperoleh pemahaman terkait permasalahan tersebut. Pendekatan kualitatif
bertujuan menjelaskan makna dibalik realita.*® Pendekatan kualitatif dan sifat
deskriptif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan invidu secara holistic
(utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individua tau
organisasi ke dalam variable atau hipotesisi, tetapi memandang sebagai bagian
dari suatu keutuhan. Menurut Bogdan dan taylor sebagaimana dikutip moleon
“metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informasin yang perilakunya
dapat diamati”.*°
B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh
peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu
pengetahuan. *

Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi
bagaimana cara pandang (world views) peneliti melihat realita, bagaimana
mempelajari fenomena, cara- cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-
cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain
penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu

kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses

% Burhan bungin, Metode Penelitian Kualitatif:Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam
Varian Kontemporer, (Jakarta : Kencana,2013), h.79

0 Lexi J,Moleon, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
h.3.

* Pardede, “Analisis Faktor-Faktor Kendala Penulisan Ilmiahdalam Jurnal public and
management VVolume 6, Nomor 4, April 2017, h.47
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penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe
penjelasan apa yang dapat diterimanya.*?
C. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
Tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-
lain.*lazimnya dalam penelitian, dibebankan antar yang diperoleh lansung dari
masyarakat dan dari Bahan Pustaka yang disebut dengan data primer dan data
skunder.**
1. Data Primer
Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci
dengan menggunakan daftar daftar pertanyaan dan wawancara secara langsung
untuk mendapatkan data-data. *° Tujuannya untuk mengetahui pemenuhan
kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan Surat Edaran Nomor:
P0O05/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 di KUA Parepare. Langkah yang ditempuh untuk
memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan proses wawancara
pada Para pihak Kantor Urusan Agama Kota Parepare dan masyarakat sekitar.
Surat Edaran No: P0O05/DJ.I11/HK.00.7/10/2021 informasi yang dimaksud disini

dijadikan sumber data primer.

*2 Juliana Batubara, “Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan
Dalam Konseling,” dalam Jurnal Fokus Konseling Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017, h. 95.

3 Devi Rahayu, Metodelogi Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,
2020), h.158.

* Badawi , Pengantar Penelitian (Bandung : CV Widina Media Utama,2021), h.11.

** Nurul Qamar, Metodelogi Penelitian Hukum (Makassar: Cv.Social Politic Genius,
2005), h.97
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2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat
dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan
oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan
seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti
sendiri.*®

Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam
penelitian berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-
kasus pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Parepare.
Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi
sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel
yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal
atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya
tenaga.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada waktu tertentu dan untuk memperoleh
informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan
permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dilakukan penelitian dengan
memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Parepare. Dipilihnya lokasi
tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi penelitian ini cukup tersedia data

yang relevan dan substansi permsalah yang hendak diteliti didalam penulisan

% Abdul fattah Nasution, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta : Harfa , 2023), h.96
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian memegang peranan yang sangat
penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan
data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang
digunakan. Metode instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur
penelitian.*” Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data
yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data,
seperti metode wawancara yang instrumennya pedowan wawancara dan metode
observasi instrumennya bernama chek-list*®. Lebih lanjut mengenai wawancara

dan observasi sebagai berikut:

a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang peneliti lakukan
untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan yang
berkaitan dengan pemenuhan hak-hak iddah dalam masa iddah istri.

b. Wawancara
Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden,

dan jawaban tersebut dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut

*" Komang Sukendra , Instrumen Penelitian (Jakarta: Mahameru Press,2020), h.79

*® Ayu Nurul Amalia,-Riyan Arthur, Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, Teknik,
Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian, (Jawa Tengah: Nem Press,2023),
h.292



36

penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang
didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode
wawancara ini ialah pihak KUA Bacukiki dan masyarakat sekitar.
F. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan),
interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. *
Berdasarkan hal tersebut agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-
benar data yang akurat dan dapat dipertanggujawabkan maka Tahapan
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan
dengan mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang diselidiki,
dalam hal in permasalahan yang terkait dengan pernikahan dalam masa iddah istri
di Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Diteliti secara sistematika, mendalam
dan menyeluruh untuk melanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer
dalam penelitian ini.
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau
menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.
Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari

%9 Johny Ibrahim, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: Prenda Media,2018), h.62.



37

perilaku tersebut. °° Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan
pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya
kecamatan bacukiki.

b. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memproleh

informasi.Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam
tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang
valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati
antara peneliti dan responden.

1. Adapun wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa
saja yang berhulbungan dengan penetian yang dilakukan.

2. Wawancara terpimpin yaitu wawancara Yyang dilakukan dimana
pewawancaraan membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan
terperinci.

3. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kobinasi antara wawancara bebas dan
wawancara terpimpin.>*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik secara bebas
terpimpin, dimana peneliti pembawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan
hal-hal yang terkait dengan permasalahan relavan dengan pemenuhan kewajiban

suami dalam masa iddah istri pasca penerapan Surat Edaran tersebut.

*® Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan
Data Kualitatif 1Imu-Ilmu Sosial),” dalam Jurnal At-Tagaddum Volume 8, Nomor 1, Juli 2017,
h.21.

> Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Prenada Media,
2016),h.99.



38

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupaka metode mencari data mengenai hal-hal
yang variabelnya berupa catatan, transkip, Buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal initersebut
maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menganalisis arsip tertulis di Kantor Urusan Agama Kota Parepare.

Untuk mensistematisasikan data yang dikumpulkan data pengumpulan
penelitian dalam melakukan analisis data, maka penelitian pengelolah data
tersebut melalui beberapa teknik, dalah penelitian ini data yang diolah merupakan
data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan, Teknik ini
digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengecek sumber data yang
diperoleh melalui KUA Bacukiki dan masyarakat sekitar

2. Organizing, Yyaitu mengorganisasikakan atau mensistematisasikannya
sumber data. Melalui Teknik ini peneliti menggabung data-data yang telah
dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakanya
sebelumnya.>

G. Tahapan Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam

penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang

°2 Herdayati, and Syahrial, “Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam
Penelitian,” dalam Jurnal Online Int. Nas. Volume 7 Nomor 1, Juni 2019, h.1689.
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memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya.*® Oleh karena itu, tahap ini tidak
boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri
penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode
pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible,
sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian
demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan
untuk mengambil kebijakan publik.>
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan atau verifikasi data dilakukan setelah melakukan
pengumpulan data di lapangan pada saat observasi. Proses ini dianggap penting
karena data yang terkumpul terkadang tidak memenuhi harapan peneliti, sehingga
dibutuhkan proses pemeriksaan data untuk memeriksa dan mengecek kembali
data yang terkait dengan penelitian.

2. Kilasifikasi (classifying)

Untuk membuat penelitian lebih sistematis, maka semua data dibagi ke
dalam kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah, agar data yang
diperoleh benar-benar mengandung informasi yang diperlukan untuk penelitian.
Klasifikasi data dapat berarti meringkas, memfokuskan pada hal-hal pokok yang

dibutuhkan untuk penelitan ini.

>3 Surtikanti Lnu, “Sumber Data Dan Metode Analisis,” dalam jurnal hukum penelitian
Volume 6 Nomor 2, 2020, h.76.

> Muhammad Ali Equatora,Teknik Pengumpulan Data (Jakarta: Bitread Publishing,
2021), h.65.
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3. Verifikasi (verifying)

Pada tahap verifikasi ini dilakukan pemeriksaan keakuratan data untuk
memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang terbaru. Peneliti
memeriksa ulang data yang dikumpulkan untuk memastikan data tersebut benar
telah valid dan sesuai dengan harapan peneliti.

4. Analisa Data (analysing)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif yang dimana berfungsi untuk meneliti dan menelaah data
hingga menjadi kalimat yang logis dan valid dengan tetap berpatokan dengan teori
hukum yang relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan
penulis. Pada tahap ini penulis membandingkan data dengan beberapa teorti,
melakukan proses verifikasi ulang yang dimulai dengan melakukan pengecekan
data ulang, wawancara, observasi, dan dokumentasi.Untuk kemudian menarik
kesimpulan umum tentang seluruh data yang akan dilaporkan di dalam penelitian
ini.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya

menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.. Keabsahan data dalam

*> Mujibbur Rohman, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Penamuda Media,2023),
h.183.
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penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk
mengetahui keaslian dari hasil penelitian yang telah dilakukan. °°

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan Teknik trianggulasi, yaitu
pemeriksaan data yang bermanfaat sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan Teknik
trianggulasi yang paling banyak digunakan dengan pemeriksaan melalui sumber
yang lainya. °’

Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.’® Menggunakan bahan referensi
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukani. Dalam laporan

penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-

foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

*® priska Analya, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Ideas Publishing, 2023), h.97.
*" Hermawan, Metodologi Riset, (Jakarta: OSF Preprints Media , 2023), h.176

*® Yoga Catur Prasetiyo, “Strategi Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif” dalam
Jurnal Tadris Matematika Volume 1, Nomor 2, 2022, h. 54.

*% Syahran jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah,” dalam
Jurnal Pendidikan Islam VVolume 1, Nomor 2, September 2023).



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita dan Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Masa Iddah Pasca
Penerapan Surat edaran Nomor: P-005/DJ.I11/ HKk.00.7/10/2021 di
Kota Parepare
Kementerian Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat

Edaran Nomor 005/DJ.111/HKk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa
iddah Istri. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk bagi prosedur pelaksanaan
pencatatan nikah bagi seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan
lain pada masa iddah istrinya dan merupakan bentuk kepastian dari tata cara serta
prosedur pencatatan nikah bagi seorang laki-laki pada masa iddah istrinya. Dasar
dari terbitnya surat edaran tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun
1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.®

Surat Edaran tersebut merupakan naskah dinas yang berupa kebijakan
pelaksanaan atau kebijakan pokok yang didalamnya terdapat informasi atau
pemberitahuan tentang hal tertentu yang diangap mendesak dan penting. Berikut

adalah isi ketentuannya:

% Jayusman, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj. lii/Hk. 00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” dalam Jurnal
Islamic Family lawVolume 3, Nomor 3, 2022, h.39.
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1. Pencatatan pernikahan bagi pria dan wanita yang berstatus duda/janda
cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah resmi bercerai di Pengadilan
Agama dan dibuktikan dengan akta cerai yang telah dinyatakan Inkracht

2. Ketentuan pada masa iddah bagi istri dalam hal ini merupakan kesempatan
untuk keduanya memikirkan kembali keputusan dan membangun rumah
tangga kembali pasca terjadinya perceraian

3. Laki-laki (bekas suami) dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain
jika masa iddah bekas istrinya telah selesai

4. Jika laki-laki (bekas suami) akan menikahi perempuan lain dalam masa
iddah istri, sedang ia masih dapat kesempatan untuk merujuk mantan
istrinya, maka hal demikian dapat menimbulkan terjadinya poligami
terselubung.

5. Jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas
istrinya, maka ia harus mendapat izin poligami dari Pengadilan untuk

merujuk bekas istrinya.**

Pemberlakuan aturan demikian bukan merupakan hal yang baru,
sebelumnya terdapat Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979
yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam
masa iddah, namun Surat Edaran tersebut tidak berjalan dengan efektif, seorang

laki-laki yang telah bercerai baginya harus menunggu sembilan puluh hari setelah

®! Anggi Syahnata, “Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam Di Banjarmasin Terhadap
Surat Edaran No: P005/DJ. IlI/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah
Istri”dalam Jurnal Hukum Islam Volume 3, Nomor 2, Februari 2023, h. 85.
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perceraiannya, dan setelah itu bisa mencatatkan pernikahannya dengan perempuan
lain.®?

Terdapat tiga kondisi yang membuat Surat Edaran sebelumnya tidak
berjalan dengan efektif, pertama adalah keinginan untuk menikahi perempuan lain
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya
sehingga tidak akan kembali dengan istrinya. Kedua,adanya motif poligami
terselubung, penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki-laki yang ingin
melakukan poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka
ia melakukan hal demikian. Ketiga, terjadinya perceraian saat terdapat beberapa
faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan bagi keduanya
untuk rujuk atau tetap bercerai. Jika terjadi pada kondisi kedua, sebagaimana
disebutkan maka akan berpotensi menimibulkan praktik poligami terselubung,
dan tidak sesuai dengan Pasal 3 undang-undang No. 1/1974 dan Pasal 40
Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975.%

Pada hakikatnya, jika laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain
dalam masa iddah mantan istrinya tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah
ada, namun hal tersebut bisa mengakibatkan penyelundupan hukum berupa
poligami secara liar atau penyeludupan hukum meskipun ia dengan kedua istrinya
mendapatkan buku nikah atau legalitas berupa Akta nikah yang merupakan bukti

pernikahan yang sah Demikian hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan Pasal

%2 Rosidi Jamil, “Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Maslahah Terhadap
Surat Edaran No: D. Iv/Ed/7/1979)” dalam Jurnal Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta VVolume 3,
Nomor 2, Juni 2017, h.98.

% Refangga Abdillah, “Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. lii/Hk.
00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Di Kua Kecamatan Bojonegoro” dalam
Jurnal Hukum Nahdlatul Ulama Sunan Giri,Volume 6, Nomor 3, April 2023, h. 156.
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3 undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa Indonesia menganut perkawinan azas monogami,
bagi laki-laki yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan poligami dan
mendapatkan izin dari Pengadilan serta mengikuti prosedur tertentu. Pernikahan
yang dilakukan oleh suami yang menikah pada masa iddah pada dasarnya adalah
pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 4 undang-undang No. 1/1974 tentang
Perkawinan dan juga Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dengan
hukum.®

Pernikahan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal yakni kematian,
perceraian, dan putusan Pengadilan. Perceraian harus dilakukan di Pengadilan
Agama. Pencatatan perceraian bertujuan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP
No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1/1974 tentang Pernikahan
yang menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat
hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam
terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Persyaratan administratif untuk pendaftaran nikah bagi calon mempelai
yang berstatus duda atau janda, pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf m Peraturan Menteri

Agama Nomor 20 Tahun 2019, menjelaskan bahwa akta cerai atau kutipan Buku

® Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan
Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat,”dalam Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum
Keluarga Volume 3, Nomor 1, 2020, h.17.

 Ali Imron, “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang
Perkawinan,” dalam Jurnal QISTIE Volume 10, No 1, Agustus 2017, h. 145.
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pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya
terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Pada pasal tersebut, tidak terdapat penjelasan tentang akta cerai yang harus
diberikan sudah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), maka surat
edaran yang baru memberikan penjelasan dan mengisi kekosongan hukum
mengenai penggunaan akta cerai pada pendaftaran. Inkracht sendiri bermakna
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah tidak dapat diganggu
gugat serta tidak ada yang dapat mengubahnya.®®

Ketentuan masa iddah terdapat pada Pasal 11 undang-undang NO. 1/1974
tentang Pernikahan pada ayat (1) dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang
putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Perihal waktu tunggu diatur
pada Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang NO
1/1974 tentang perkawinan, untuk pernikahan yang putus akibat kematian maka
ditetapkan seratus tiga puluh hari, akibat perceraian bagi yang masih mengalami
menstruasi ditetapkan tiga kali suci atau sembilan puluh hari dan bagi yang sudah
tidak menstruasi maka ditetapkan sembilan puluh hari, jika sedang hamil maka
hingga ia melahirkan. Selanjutnya bagi yang belum melakukan hubungan suami

istri maka tidak berlaku baginya masa tunggu.®’

% Rizal Anggawi Saputra, “Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas
Islam NOMOR: P-005/DJ. I1I/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ldah
Istri Dalam Tinjauan Figih Nikah,”dalam Jurnal Hukum UINSI Samarinda Volume 5, Nomor
3,2023, h.96.

®” Nurluluil maknun and akrom auladi, “konsiderasi maslahah dalam aturan pernikahan
suami selama berlangsungnya masa iddah istri terhadap implementasi surat edaran dirjen bimas
Islam no. p. 005/d;. iii/hk. 00.7/10/21),”dalam Jurnal at ta'aruf hukum keluarga Islam Volume 1,
Nomor 1, 2023, h.112.
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Semua ketentuan di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) PP No 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan berlaku
sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht), kecuali bagi perkawinan yang terputus sebab kematian, maka terhitung
sejak meninggalnya suami. Pasal 3 Ayat (5) undang-undang No. 22 Tahun 1946
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, tertera bahwa jika terdapat seseorang
yang menikah tidak dengan memenuhi syarat pengawasan atau terjadi talak
bahkan rujuk yang tidak diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, menjadi
hal yang berdasar bahwa segala bentuk nikah, talak atau rujuk perlu terdaftar pada
lembaga yang berwenang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 3 terdapat adanya
kasus seorang pria sudah rujuk kembali dengan istrinya dan tidak
menginformasikan kepada pegawai pencatatan nikah, sedang dia melakukan
pernikahan dengan wanita lain, maka pernikahannya dapat dibubarkan.®®

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.11I/ Hk.00.7/10/2021
tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri ini berisikan prosedur pencatatan
administrasi pernikahan bagi laki-laki yang ingin menikah lagi harus menunggu
masa iddah mantan istrinya selesai. Surat Edaran tersebut pada dasarnya mengikat
instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Termasuk di
dalamnya Kantor Urusan Agama. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan organisasi Kantor Urusan Agama

%8 Maknun and Auladi, “Konsiderasi Maslahah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama
Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di Kua Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21).” Dalam Jurnal Hukum
Keluarga Islam VVolume 1, Nomor 1, 2023, h.96.
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Kecamatan, KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.®®

Fenomena perceraian di Kota Parepare diketahui masih berada di tingkat
yang cukup tinggi mencapai 551 kasus hingga akhir tahun 2022. Sebelum surat
edaran itu diterbitkan khususnya di Kantor Urusan Agama Bacukiki, ada 25
permohonan suami ingin melakukan pernikahan lagi tetapi masih dalam masa
iddah istrinya sejak 2018 hingga 2020.

Wawancara dengan lIbu Humaira, staff administrasi KUA Bacukiki
mengatakan bahwa:

“Pernah ada kasus sekitar pertengahan tahun 2020 adanya permohonan
pernikahan dari pihak laki-laki yang baru bercerai terhadap mantan
istrinya, setelah di lihat dari akta cerai bahwa mereka baru bercerai selama
1 bulan, maka kami menolak permohonan tersebut. bukan hanya sekedar
memberi penolakan begitu saja tetapi memberi pengertian dan saran yang
terbaik terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam penolakan permohonan
pernikahan tersebut, pihak KUA Bacukiki tidak memberikan surat resmi
penolakan seperti dispensasi nikah. Penolakan permohonan pernikahan
tersebut hanya di lakukan dengan penyampaian secara lisan saja, tidak ada
surat penolakan yang resmi atau semacam bukti penolakan lainnya.”™

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebelum Surat Edaran tersebut
diterbitkan telah terjadi permohonan pernikahan dalam masa iddah istri tetapi
KUA Bacukiki menolak mesikpun tidak dengan penolakan yang resmi hanya

melalui lisan.

% Refadila Demira, “Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj. lii/Hk. 00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam,”
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau VVolume 1, Nomor 1, 2023, h.124.

" Humaira (40 Tahun), Staff Administrasi Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023
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Lebih lanjut mengenai implementasi surat edaran tersebut wawancara
dengan bapak Kepala KUA Bacukiki yang bernama Taufiqur Rahman beliau
menjelaskan bahwa:

“Surat Edaran tersebut sudah di terapkan di KUA Bacukiki semenjak
dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, kami menindak lanjuti sesuai
dengan aturan yang telah ditentukan dengan memberitahukan adanya surat
edaran ini melalui Lurah agar di ketahui oleh masyarakat sekitar terutama
yang ada di Kecamatan Bacukiki,tidak hanya itu namun juga melalui
majelis taklim dan kegiatan agama lainnya. Semenjak masyarakat
mengetahui adanya surat edaran itu ada beberapa pro dan kontra yang
terjadi,salah satu nya yaitu masyarakat menanyakan apa dasar hukum dari
Surat Edaran tersebut. Kami dari pihak KUA menjelaskan dan memberi
penggrtia}? terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Surat Edaran
tersebut.

Hasil wawancara ini berarti meskipun Surat Edaran tersebut telah
diberitahukan kepada masyarakat tetap masih terjadi pro dan kontra dalam
penerapannya.

Lebih lanjut peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu Sariana
penyuluh KUA Bacukiki, megenai sejauh mana penerapan Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam No:P005/DJ.I11/Hk.00.7/10/2021 beliau menjelaskan bahwa
“Implementasi surat edaran tersebut sudah diterapkan 100% di KUA Bacukiki
.Saya selaku Penghulu disini juga ikut menindak lanjuti dengan cara
memberitahukan secara langsung kepada masyarakat,di saat pelaksanaan akad
nikah .

Wawancara selanjutnya dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bacukiki
yang bernama Ibu Nunu ,beliau menjelaskan :

“Surat edaran tersebut sudah di implementasikan dengan baik ,kami pun
selaku pihak KUA mengapresiasi adanya surat edaran yang dikeluarkan
oleh Dirjen Bimas Islam ini. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi

™ Taufiqur Rahman (44 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023
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dalam mengimplementasikannya, salah satunya mungkin ada masyarakat
yang belum mengetahui adanya Surat Edaran itu jadi mereka beranggapan
bahwa itu bertentangan dengan syariat karena mereka belum _mengetahui
latar belakang, manfaat dan tujuan dari Surat Edaran tersebut.”’

Hasil wawancara ini masih terdapat kendala dalam penerapan Surat
Edaran tersebut sebab banyak masyarakat Bacukiki yang cenderung tidak
mengetahui tujuannya hanya memandang sebagai ketidaksesuaian dengan syariat.
Setelah itu lebih lanjut penulis memberikan pertanyaan kembali kepada penghulu
KUA Bacukiki bernama Bapak Azhari terkait adanya permohonan nikah suami
tetapi masa iddah istrinya belum selesai dan beliau mengatakan:

“Iya ada beberapa yang meminta permohonan nikah tetapi terhalang
karena surat edaran tersebut,pihak yang ingin menikah itu dari pihak laki-
laki yang baru bercerai selama 1 bulan dari mantan istrinya. kami tetap
menolak dengan baik tetapi kami memberikan pengertian dan penjelasan
sedetil mungkin agar dapat di mengerti dan di pahami, kam| pun juga
memberikan solusi yang terbaik kepada yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada informan tentu ada yang ingin
melakukan pernikahan tetapi masa iddah istrinya belum selesai namun dengan
penolakan yang baik dan penjelasan detail dari kepala KUA Bacukiki sehingga
mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan sebelum masa iddah
mantan istrinya selesai.

Wawancara selanjutnya yaitu kepada penyuluh KUA Bacukiki bernama
Ibu Andi Nuareni beliau menjelaskan :

“Saya selaku penyuluh , sudah melakukan penyuluhan dari desa ke desa
perihal adanya surat edaran tersebut. Setiap saya melakukan penyuluhan
banyak sekali masyarakat yang berpendapat tentang Surat Edaran
tersebut,baik yang positif ataupun sebaliknya. Tetapi demikian,saya tetap
memberikan sedikit pencerahan dan pengertian tentang Surat Edaran

2 Nunu Sulastri (45 Tahun), Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki,
Wawancara, dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023

® Azhari (33 Tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara, dilakukan
pada tanggal 19 Oktober 2023
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tersebut,agar masyarakat dapat memahami surat edaran itu dengan sebaik
dan sebijak mungkin. Setelah dilakukan penyuluhan tentang surat edaran
;Eu,pengimplementasian di KUA Bacukiki sejauh ini berjalan cukup baik.”

Berdasarkan hasil wawancara informan yang dijelaskan oleh penyuluh
KUA Bacukiki,upaya untuk mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam No : P-005/DJ.111/HK.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa lddah
Istri tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik dan sebijak mungkin sesuai
dengan ketentuan yang ada.

Wawancara selanjutnya kepada penyuluh KUA Bacukiki bernama bapak
Lukman beliau menjelaskan :

“Pada awal tahun 2023 ada laki-laki yang mengajukan nikah padahal
mantan istrinya masih dalam masa idah. Kami menyuruh mereka untuk
bersabar menunggu masa idah istrinya selesai dan menanyakan alasan
laki-laki tersebut apakah pernikahan mendesak atau tidak. Mendesak
dalam arti harus segera dilaksanakan karena suatu hal seperti misalnya
perempuan lainnya telah hamil.” ™

Hasil wawancara ini jika tidak mendesak, maka pihak KUA Bacukiki
memberikan saran untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai karena
dikhawatirkan nanti rujuk dan terjadilah poligami terselubung. Akan tetapi jika
mendesak untuk melangsungkan pernikahan itu, maka untuk mengantisipasi
terjadinya poligami terselubung, laki-laki tersebut harus meminta izin poligami ke
Pengadilan Agama . Laki-laki memang tidak memiliki masa iddah, adanya surat
Edaran ini sebagai antisipasi jika terjadi rujuk, sehingga laki-laki tersebut
memiliki dua istri yang dalam hal ini disebut dengan poligami terselulbung.

Pelaksanaan kewajiban suami pasca Surat Edaran tersebut diterapkan lebih

™ Andi Nuraeni (53 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023

" Lukman (56 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 1 November 2023
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lanjut bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki kembali menjelaskan:

“Setelah adanya Surat Edaran tersebut, kami tidak menerima permintaan
nikah laki-laki yang ingin menikah dalam masa idah istrinya, karena kami
disini adalah sebagai pelaksana adanya aturan tersebut tetapi sejak surat
edaran tersebut diterbitkan ada 5 permohonan nikah yang dilakukan suami
dan tentu saja ditolak. Sebelum adanya Surat Edaran ini, kami menerima
permintaan nikah laki-laki yang masih dalam masa idah istrinya dengan
syarat harus membuat surat pernyataan yang_menguatkan bahwa laki-laki
itu tidak akan merujuk mantan istrinya lagi”. ®

Lebih lanjut penghulu KUA Bacukiki Bapak Azhari juga ikut
menambahkan bahwa:

“Sejak pemberlakuan surat edaran tersebut, pemenuhan kewajiban suami
terhadap mantan istrinya lebih terlaksana dengan baik bahkan dari 5
permohonan tersebut yang salah satunya adalah teman saya, mereka
akhirnya rujuk dan pernikahan kedua itu juga tidak terjadi. Tetapi tidak
menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat lain yang suaminya tidak
mengajukan permohonan namun menikah lagi saat masa iddah istrinya
belum sel%sai ataupun mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-
hak istri”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa semenjak surat
edaran tersebut diterapkan di KUA Bacukiki permohonan pernikahan dalam masa
iddah istri telah mengalami penurunan yang sebelum diterbitkan 2018 hingga
2020 mencapai dua puluh lima permohonan dan setelah Surat Edaran itu
diterbitkan jumlah permohonan tahun 2021 hingga 2023 hanya berjumlah lima
sehingga dapat dilihat adanya keberhasilan surat edaran Surat Edaran Dirjen

Bimas Islam No:P005/DJ.111/HKk.00.7/10/2021 di KUA Bacukiki.

Wawancara dengan Ibu RT 004 Bacukiki bernama Ibu Cia , beliau

"® Taufiqur Rahman (44 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 1 November 2023

" Azhari (33 Tahun) Penghulu Kantor Urusan Agama Bacukiki, Wawancara , dilakukan
pada tanggal 1 November 2023
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mengatakan:

“Saya mengetahui surat edaran tersebut sudah lama karena sebelumnya
telah ada informasi dari pak lurah Galung Maloang saya pun turut
menyampaikan kembali kepada masyarakat bahkan seluruh RT/RW
Galung Maloang sudah mengetahui juga.”’®

Hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui surat edaran
ini bahkan telah menyampaikan kembali ke masyarakat. Wawancara dengan
Bapak RW 008 bernama bapak Sahar Ammas beliau mengatakan :

“Saya mengetahui surat edaran tersebut dan memang benar disampaikan
oleh bapak lurah Galung Maloang_kebetulan saya mengahadiri acara rapat
saat itu sekitar pertengahan 2021.7"

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan
bahwa masyarakat mengetahui dan mendapat infomasi bahwa Surat Sdaran Dirjen
Bimas Islam No:P005/DJ.I11/Hk.00.7/10/2021 telah diberitahukan kepada
masyarakat di Kecamatan Bacukiki.

Kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah
dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak
KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam
Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai Law as a
tools of social engineering.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.I11/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan
pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan

perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

’® Cia (55 Tahun), Alamat BTN D'Nayla , Rt 004 Galung Maloang, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 2 November 2023

" Sahar Ammas (57 Tahun), Alamat BTN Ashalbul Kahfi , Ketua RW 008, Wawancara,
dilakukan pada tanggal 4 November 2023
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Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta
samlbutan yang baik terkait Surat Edaran tersebut . Pada faktanya tidak semua
masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di perkotaan maupun
dipedesaan. Karena mereka biasa diajarkan dan hanya berpegang teguh kepada
hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif

Wawancara yang dilakukan kepada pihak KUA belum dapat terjawab
mengenai pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat
edaran No:P005/DJ.I11/HKk.00.7/10/2021 di kota Parepare sehingga dari 5
permohonan , peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan mantan istri
dari salah satu pemohon tersebut. Wawancara dengan lbu Al mengatakan:

“Saya menikah dengan suami bernama RD pada tahun 2017, dan
mempunyai seorang anak perempuan, ketika umur pernikahan saya berusia
5 tahun waktu itu anak saya baru berusia 3 tahun pada tahun 2022 kami
bercerai setelah kurang lebih satu bulan perceraian kami dan saya masih
dalam masa iddah, akhirnya mantan suami menikah lagi dengan sepupunya
sendiri waktu itu mereka dinikahkan oleh salah satu tokoh agama dan tokoh
adat . Selama masa iddah, suami ingin rujuk padahal akta cerai juga telah
ada saya pun menolak karena telah memahami Surat Edaran itu . Akhirnya
suami mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak iddah karena lebih
fokus kepada pernikahan kedua. Namun saya tetap bekerja keras hingga
saat ini tahun 2023 mantan suami bahkan melupakan kewajibannya
termasuk memberikan nafkah untuk anak-anak.®

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa suami masih
sering mengabaikan kewajibannya kepada mantan istri bahkan hak istri dalam
masa iddah pun tak terpenuhi disebabkan oleh pernikahan yang telah

dilakukannya bahkan sebelum masa iddah istri selesai.

Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah

yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya

8 Al, (38 Tahun), Alamat Lanyer , IRT, Wawancara, dilakukan pada tanggal 5
November 2023
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dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam prakteknya pernikahan yang
dilaksanakan sebelum masa iddah selesai bukanlah hal yang baru dalam masalah
pernikahan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut.
Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang
berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat bukan hanya
menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada
yang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria ataupun wanita lain.*

Wawancara dengan lbu WN istri dari salah satu pemohon di Kantor
Urusan Agama Bacukiki mengatakan:

“Pernikahan saya bersama suami pada tahun 2005 dan memiliki dua orang
anak, pada tahun 2021 kami bercerai di Pengadilan Agama Parepare
selanjutnya suami menikah lagi secara siri saat masa iddah saya belum
selesai meskipun ditolak permohonanya oleh pihak KUA Bacukiki.
Sebelum masa iddah berakhir suami ingin rujuk namun saya menolak
poligami terselubung ini meskipun untuk memenuhi kebutuhan anak saya
masih mengalami kesulitan bahkan hingga saat ini mantan suami masih
sering mengabaikan tanggung jawabnya karena telah fokus dengan
pernikahan kedua.*

Wawancara dengan Ibu FT mengatakan :

“Pernikahan dengan suami awalnya sangat harmonis namun karena suami
terbukti selingkuh menyebabkan sering terjadi konflik dalam rumah
tangga kami akhirnya terjadilah perceraian tahun 2021. Tak lama setelah
perceraian masa iddah saya belum selesai tetapi suami telah menikah lagi
dengan selingkuhannya meskipun ditolak permohonan mereka di KUA
Bacukiki. Setelah ikrar talak di Pengadilan Agama, suami menyadari
kesalahannya dan memutuskan rujuk dalam masa iddah namun saya
menolak poligami terselubung sehingga suami mengancam tidak
memenuhi kewajibannya dalam masa iddah bahkan hingga saat ini masih
melupakan tanggung jawabnya”.®®

Hasil wawancara dengan informan bahwa suami sering mengabaikan

7 Al-Qur’an Al karim Surah Al-Bagarah Ayat 235

8 M Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena
Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin),”’dalam Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Volume 4, Nomor 7, 2020, h.96.

82 WN Usia 50 Tahun Alamat Btn Galung Maloang, IRT (Wawancara 5 November 2023)

8 FT Usia 52 Tahun Alamat Lemoe, IRT (Wawancara 6 November 2023).
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kewajibannya setelah melakukan pernikahan yang saat itu masa iddah istrinya
belum selesai bahkan ingin rujuk kembali tetapi ibu FT menolak. Dalam Al-

Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 235 berbunyi:

{rro}agisl TG b I o ey et Ly S AR s e Y

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beragad nikah,
sebelum habis “iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah swt.
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya”

Kedudukan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau
dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya
keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.® Kekuatan hukum Surat
Edaran fenomena Surat Edaran dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia
menjadi perdebatan apakah termasuk dalam ranah pengaturan (regeling) atau
bersifat penetapan (beschikking). Terkait dengan ini,kedudukan Surat Edaran
sebagai berikut :

1. Surat Edaran yang dibuat oleh menteri bukan peraturan
perundangundangan,sebab surat edaran menteri tidak memuat norma
tingkah laku(larangan,perintah,izin dan pembebasan)kewenangan dan
penetapan

2. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,penjelasan
atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan

mendesak

8 Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, And Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran
Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” dalam Jurnal Dialektika
Hukum Volume 1, Nomor 1, 2019, h.1.
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3. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk peraturan menteri,
peraturan presiden, atau peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya
untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

4. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat
edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus
dilakukan berdasarkan peraturan. Surat edaran bersifat pemberitahuan,
tidak mengatur sanksi karena Ibukan norma

5. Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan
atau orang di bawah binaannya.

6. Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan
hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.

7. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena surat edaran
merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata

berdasarkan kewenangan bebas. *

Faktor-faktor penerbitan Surat Edaran hanya ditertibkan karena keadaan
mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan , substansi
tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dapat dipertanggung
jawabkan secara moral dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik. %

Walaupun Surat Edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-

8 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum
Indonesia,” dalam Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) Volume 10, Nomor 2, 2020,
h.138.

% Theodoron B V Runtuwene, “Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 34/PUNDANG-UNDANG-Xi/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali,”dalam Jurnal
Lex Administratum Volume 3, Nomor 4, 2015, h.198.
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undangan,tetapi surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan
perundang-undangan yang sah. Dasar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-
005/DJ.111/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak,dan
Rujuk , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana
telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 , Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Pernikahan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan.®’

Aspek yuridis pembuatan Surat Edaran ini tidak merujuk pada peraturan
perundang-undangan tertentu, dan dbuat oleh pemerintah untuk menerangkan
atau memperjelas sesuatu hal juga tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Dilihat dari.aspek filosofis, pembentukan Surat Edaran
adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya
yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran.

Berdasarkan aspek sosiologis, Surat Edaran dibutuhkan dalam kondisi
penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan harus dianggap sah
sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap
mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Tetapi kedudukan
Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan

perundang-undangan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum

8 Eka Putra Pratama Pratama, Asep Ramdan Hidayat, And Encep Abdul Rojak,
“Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj. lii/Hk.
007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami,”dalam Jurnal In
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Volume 3, Nomor 2, 2023, h.127.
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hanya sebagai peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu.
Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga
yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan.®

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
ini termasuk dalam peraturan menteri. Yang mana peraturan menteri ini
yaitu,peraturan yang lebih rendah di bandingkan dengan Undang-undang Dasar
1945. Di lihat dari kedudukan hukum, bahwa Surat Edaran tersebut tidak
termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan,dengan demikian Surat Edaran
tersebut hanya bersifat himbauan, maka tidak bisa mengatur dan bertentangan
dengan undang-undang yang ada di atas nya, seperti Undang-undang Pernikahan
Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).%

Jika di lihat dari tinjauan undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan
peraturan tersebut,karena di dalam undang-undang Pernikahan dan Kompilasi
Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu
masa iddah bekas istrinya selesai.® Sedangkan dalam Surat Edaran tersebut
dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu
masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu.

Oleh sebab itu Surat Edaran ini bertentangan dengan asas hukum,yaitu

8 Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Di Indonesia,” dalam Jurnal llmu Hukum Dan Konstitusi Volume 3, Nomor
2, 2018, h.185.

89 Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum
Indonesia.”dalam Jurnal Hukum dan Mayarakat Madani Volume 10, Nomor 2, 2020, h.117.

% Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Hukum
Positif Di Indonesia”dalam Jurnal Mahasiswa Universtas Brawijaya, VVolume 11, Nomor 3, 2018,
h. 124..
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Asas lex superior derogate legi inferiori yang merupakan bahwa peraturan
perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki
peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat. Dengan
demikian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.I11/HK.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karna
diakui oleh Undang-undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan,
dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-
undangan.

Pada kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan
Bacukiki masih terdapat mantan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk
memenuhi hak mantan istrinya yang masih berada masa iddah dan salah satu
penyebabnya adalah karena telah melakukan pernikahan lagi bahkan sebelum
masa iddah berakhir bahkan ingin merujuk istrinya tetapi ditolak sehingga hak
istri dalam masa iddah tidak terpenuhi.

Menurut analisis peneliti, surat edaran No:P005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam masa
iddah, karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan jika suami ingin
melakukan pernikahan kedua jika masa iddah istrinya telah selesai dan hanya
boleh merujuk mantan istrinya setelah mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini
untuk mencegah terjadinya poligami terselubung.

Mengenai legalitas surat ini masih terus berlaku selama masih belum ada

surat edaran baru berkaitan dengan pernikahan dalam masa iddah istri. Di KUA
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Bacukiki dengan adanya surat tersebut ada beberapa permohonan untuk menikah
lagi saat masa iddah istrinya belum selesai tetapi ditolak. Tetapi dalam masyarakat
ternyata masih terjadi hal demikian meskipun Surat Edaran tersebut telah
disampaikan.

Dengan kebasahan Surat Edaran tersebut dapat lebih mencegah terjadinya
pernikahan dalam masa iddah istri yang berakibat poligami terselubung . Hal ini
akan berpengaruh untuk suami membayarkan kewajibannya terhadap istri yang
menceraikan sehingga istri memperoleh haknya. Dengan adanya Surat Edaran
tersebut sebagai bentuk antisipasi agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan
sebagai jaminan terhadap hak-hak istri karena banyak suami yang cenderung tidak
memenuhi kewajibannya setelah melakukan pernikahan kedua.

Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori besar hukum, mempersyaratkan
validitas suatu Norma Hukum dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Keberlakuan sosial atau faktual,
maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan
oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak
menJalankannya. Kedua, keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut
dlbuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-
peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum
tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh
melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid,

meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal
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tertentu saja, sementara secara umum norma hukum tersebut masih dianggap
berlaku. Tetapi suatu norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi
atau tidak diterima oleh masyarakat.

Efektivitas berlakunya hukum pada umumnya keberlakuan aturan tersebut
diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak
dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu

pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.”

B. Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah
Pasca Penerapan Surat Edaran No: P0O05/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan
memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, nafkah iddah merupakan
nafkah yang diberikan pada saat mantan istri menJalani masa tunggu setelah
terjadinya perceraian. Masa tunggu iddah berkisar sekitar empat bulan sepuluh
hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan tidak dalam
hamil, masa iddah untuk perempuan yang bercerai karena talak raj’i maka masa
iddah yang berlaku adalah tiga Ibulan atau tiga kali masa haid dan masa iddah
untuk perempuan yang diceraikan dengan talak tiga masa iddahnya adalah satu
masa haid untuk memastikan ia tidak sedang hamil sedangkan masa iddah untuk
perempuan yang tengah hamil ialah sampai ia melahirkan, aturan masa iddah juga
berlaku bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya adapun masa iddah bagi

perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa haid, setiap perempuan yang

%1 Sholahuddin Al fatih, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,”
dalam Jurnal Comparative law jurnal Volume 5, Nomor. 3, 2011, h.119.
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memiliki perbedaan masa iddah. ®> Adapun beberapa faktor penyebab tidak
terpenuhi hak istri dalam masa iddah sebagai berikut:
1. Pernikahan dalam masa iddah

Secara umum diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Bacukiki
Kelurahan Galung Maloang khususnya yang muslim telah mengetahui aspek
hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan
kewajiban iddah beserta hokum hukum yang berkaitan lainnya. Meski demikian,
masih ditemukan yang belum memahami tentang masa iddah.

Dalam hal ini ada beberapa informan yang diwawancarai yang mengalami
perceraian secara langsung, adapun para informan yang di wawancara yang
berkaitan tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri.

Wawancara dengan Bapak SD salah satu pemohon yang ingin melakukan
pernikahan dalam masa iddah mengatakan:

“Pernikahan pertamanya dengan NR pada tahun 2010 dan mempunyai 4
orang anak, namun saya menjatuhkan talak raj’i pada tahun 2021 bulan
Februari, setelah 1 bulan perceraian dan akta cerai juga telah ada, saya
menikah dengan istri kedua secara siri karena ditolak oleh pihak KUA
Bacukiki namun sebelum masa iddah berakhir saya merujuk istri pertama
namun ditolak. Akhirnya pemenuhan terhadap hak-haknya dalam masa
iddah tidak terpenuhi karena saya sakit hati telah ditolak.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa poligami
terselubung memang sangat rentan terjadi dan suami cenderung mengabaikan
kewajibannya terhadap mantan istri karena merasa kesal ditolak keinginanya
untuk rujuk kembali. Pernikahan dalam masa iddah memang sudah banyak yang

terjadi sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, hanya saja masyarakat tidak

% Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’ah Dan
Nafkah iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” dalam Jurnal Kajian Hukum
Islam Volume 5, Nomor 2 ,2020, h. 286.
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mengenal lebih jauh tentang masa iddah istri.
Wawancara dengan Bapak RD pemohon pernikahan dalam masa iddah di
KUA mengatakan :

“Saya melakukan permohonan pernikahan dalam masa iddah karena
memang sangat ingin menikahi istri kedua saat itu. Setelah pernikahan siri,
saya merujuk mantan istri sebelum masa iddahnya berakhir, ibu Al
menolak dan saya pun tidak memenuhi haknya karena penolakan itu
membuat saya malu.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penolakan untuk
rujuk cenderung membuat suami tidak memenuhi hak-hak istri dalam masa iddah
padahal poligami terselubung itu memang tidak boleh dilakukan.

Wawancara dengan bapak ustadz Nasir beliau menjelaskan:

“Iddah ialah, masa tunggu yang harus ditunggu oleh seorang wanita
yang telah diceraikan oleh suami atau ditinggal mati oleh suami, dan
tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lan dan tidak boleh untuk
melangsungkan pernikahan. Selain itu suami pun harus menunggu masa
iddah istrinya selesai lalu boleh melakukan pernikahan lagi untuk
mecegah terjadinya poligami_terselubung sebagaimana Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam tersebut”.*®

Hasil wawancara dengan informan bahwa terdapat hal-hal yang dilarang
dalam masa iddah istri tetapi dalam beberapa masyarakat Kelurahan Galung
Maloang masih kurang memahami mengenai masa iddah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang membahas tentang pemenuhan
hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah sudah diatur dalam Al-quran dan
hadis. Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang
telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh
menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui

bersih rahimnya. Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi oleh

% Nasir (58 Tahun), Ustadz, Wawancara, dilakukan pada tanggal 7 November 2023
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suami dan tidak berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-
hak mantan istri oleh mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur

dalam Al-Quran sebagai berikut:
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Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada
Allah swt. Tuhanmu Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah swit.
Maka Sesungguhnya Dia telah berlbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
kamu tidak mengetahui barangkali Allah swt. Mengadakan sesudah itu
sesuatu hal yang baru.”*

2. Kondisi Ekonomi

Seorang suami yang tidak tidak mempunyai pekerjaan tetap juga menjadi
salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak-hak dalam masa iddah istri. Adanya
stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bisa
mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang
terlalu bergantungan pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan
pekerjaan lain.

Wawancara dengan Ibu MU mengatakan bahwa:

“Setelah perceraian saya menjalani masa iddah, setiap hari saya
berpenampilan seperti biasa karena pekerjaan saya asisten rumah tangga
untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan anak perempuan yang
sekarang masih duduk dikelas 4 sekolah dasar harus dibiayai. Selama
menjalankan masa iddah saya tidak menerima lamaran dari laki-laki lain

% Al-Qur’an Al-Karim Surah At-Talag:1
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dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Mantan suami
yang sebelumnya telah melakukan pernikahan kedua sebelum masa iddah
saya berakhir justru ingin rujuk kembali padahal akta cerai kami telah ada
. Saya menolak keras poligami terselubung yang hendak dilakukan namun
selama masa iddah, suami tidak memberikan nafkah untuk memenuhi
kebutuhan bukan karena sakit hati karena penolakan itu tettapi disebabkan
oleh kondisi ekonomi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan
pernikahan keduanya.

Hasil wawancara dengan informan rumah menunjukkan bahwa mantan
suami masih tidak memberikan nafkah bukan disebabkan oleh penolakan terhadap
rujuk dari suami tetapi kondisi ekonomi juga menjadi penyebab utamanya.

Di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran
istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan
peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah
tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk
mencari nafkah.

Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga
secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat®.
Namun, meski secara posisi dan perannya diakui secara ekonomi, secara
tradisional perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga®. Dalam kasus
perempuan atau istri, jika dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga yang tidak mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua
departemen dalam bidang sosial yang ada, bahkan seringkali perempuan berperan

ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Dengan mengubah

% Abdul Rahman, “Pernikahan Dalam Masa iddah,” dalam Jurnal Syariah Volume 6
Nomor 3, 2018, h.94.

% Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Palopo,” dalam Jurnal Social Religion Research Volume 1, Nomor 1,
2018, h.45.
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perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”’

Menurut analisa peneliti istri harus mandiri memiliki penghasilan sendiri
karena ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka mereka dapat melewatinya
tanpa terus berharap pada mantan suaminya.

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah , suami tidak
memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di
tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah
perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada
istrinya bahkan dalam masa iddah.

Di sisi lain, berdarsarkan wawancara di Kelurahan Galung Maloang
Kecamatan Bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah
bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini
disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat
menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar
eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan
keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasa verba atau lisan
yang sangat keras. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri. Situasi
sepertiini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Dalam hal
ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar masalah tersebut bisa segera

teratasi.

% Rini Kartika Ridwan, “Optimalisasi Hukum Terhadap Hak Perempuan Di Kota
Parepare,” dalam Jurnal Riset Hukum Tata Negara Volume 1, Nomor 2, 2023, h. 52.
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Seperti saat wawancara dengan lIbu WN mengatakan :

“Sebelum saya menggugat suami, saya lelah sekali dengan tingkah
lakunya yang tidak mau bekerja dan hanya bisa menghabiskan uang untuk
membeli minuman haram dan berjudi. Memang waktu itu suami saya
sempat bekerja di salah satu toko (Toko Tanpa Nama) dan itupun hanya
berjalan beberapa | bulan akhirnya mantan suami saya memutuskan untuk
berhenti bekerja bukan hanya itu saja, dia juga sering memukuli saya
sampai berbekas bukan dalam posisi tidak sadar (Dalam keadaan tidak
mabuk). Setelah penolakan untuk rujuk kembali dalam masa iddah karena
saya tidak ingin adanya poligami terselubung , suami melakukan
kekerasan lagi sehingga saya memutuskan menjauh dan tidak meminta hak
iddah .

Hasil wawancara dengan informan bahwa bukan menjadi suatu
permasalahan jika mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang terpenting
ialah sudah tidak ada lagi kekerasan terhadapnya.

4. Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan suami akan berpengaruh pada kualitas
keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi
rendah dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi
rendah. Dari hasil wawancara, keberadaan faktor pendidikan di sini sangat
diperlukan, karena pendidikan dapat mencerdaskan dan mendewasakan pasangan
suami-istri bahkan ketika menghadapi perceraian.

Wawancara dengan Ibu MU menjelaskan :

“Saya menikah waktu itu pendidikan terakhir Sekolah menengah pertama
karena di lingkungan memiliki pemahaman bahwa anak perempuan lebih
baik cepat menikah . Saya masih sangat kurang dalam pendidikan apalagi
pemahaman tentang masa iddah begitupun mantan suami. Saya sebagai
warga biasa saja tidak pernah memahami informasi apapun termasuk
mengenai masa iddah istri”. %

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan para pihak

yang bercerai rata-rata masih jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah

% AS (44 Tahun), Pengusaha, Wawancara, dilakukan pada tanggal 15 November 2023
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menengah. Mengindikasikan bahwa di lihat dari kualitas pendidikan formalnya,
mereka tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan memang tidak
secara otomatis juga mengindikasikan kualitas pemahaman yang rendah, karena
pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan
keterampilan menyelesaikan masalah jika timbul dalam keluarga itu bisa
dipelajari secara otodidak, bahkan ilham, atau belajar dari pengalaman-
pengalaman keseharian, karena itu adalah naluri dan instink yang ditanamkan
Allah swt. sejak lahir, namun bisa diduga ke arah tersebut itu ada
5. Kebiasaan yang terjadi

Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah di Kelurahan Galung Maloang
belum bisa terlaksana, dan bahkan tidak ada yang melakukannya, ini dikarenakan
bebrapa faktor yang sudah di uraiakan peneliti sebelumnya, dapat dilihat dari
beberapa kasus tersebut tak ada satu pun yang memberikan nafkah terhadap
mantan istrinya selama masa iddah. Faktor penyebab lain tidak diberikannya
nafkah terhadap bekas istri selama masa iddah adalah adat kebiasaan masyarakat
yang ada di sana, sehingga ketika terjadi perceraian si istri langsung pergi
meninggalkan tempat tinggal suaminya, masa iddahnya di Jalankannya dirumah
orang tuannya. Dengan sebab ini suami melepas tanggung jawabnya untuk
memberikan nafkah terhadap istrinya.

Wawancara dengan informan Ibu FT mengatakan :

“Selama menjalankan masa iddah saya bekerja untuk memenuhi
kebutuhan dua anak perempuan, yang satu masih duduk di kelas dua
sekolah dasar dan yang satu duduk di kelas tiga sekolah menengah
pertama. Mantan suami saya memberikan tempat tinggal  yang
sebelumnya dibangun bersama suami, tetapi saya memilih pulang kerumah
orang tua. Selanjutnya suami tidak memberikan nafkah tetapi anak
pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan
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kadang tidak dikasih, mantan suami sudah menikah lagi bahkan sebelum
masa iddah saya selesai . Wanita itu sekarang sedang dalam keadaan hamil
jadi mantan suami sudah mempunyai kebutuhan yang lain”.*

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa mantan suami
telah memiliki kebutuhan lain setelah melakukan pernikahan kedua apalagi
sebentar lagi ia akan memiliki anak dari pernikahan barunya.

Wawancara dengan bapak SD mantan suami ibu FT mengatakan :

“Setelah bercerai saya memang tidak memberikan nafkah untuk
memenuhi kebutuhannya selama menjalankan masa iddah, karena menurut
saya jika sudah bercerai yasudah putus kewajian dan tidak ada hak lagi
untuk memberikan nafkah karena dia bukan istri lagi, saya hanya
memberikan tempat tinggal untuknya anak tetapi dia memilih untuk pulang
kerumah orang tuanya sehingga sekarang rumah itu dibiarkan kosong. Saya
juga sudah menikah Iagli dengan wanita lain dan sedang hamil, saya fokus
untuk membiayai istri”.*%°

Pada dasarnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah setelah
terjadinya perceraian tidak hanya sekedar kepada anak saja melainkan kepada istri
pun masih harus tetap dilakukan. Karena salah satu tujuan masa iddah adalah
sebagai perenungan antara suami-istri apakah akan kembali dan memperbaiki
rumah tangganya ataukah melanjutkan untuk memutuskan ikatan pernikahan
melalui perceraian.

Kontribusi tentang pemberian nafkah ini di Jalankan oleh semua pihak,
baik para pihak yang bercerai maupun masyarakat yang mengetahui tentang hal
tersebut, karena pemberian nafkah ini Ibukan hanya sekedar peraturan perundang-
undangan akan tetapi ada teks nashnya, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits.
Dalam segi sosial, pemberian nafkah ini juga berpengaruh terhadap kehidupan

perempuan yang diceraikan. Ketika perempuan diceraikan, maka itu dianggap

%D, (53 Tahun), IRT, Wawancara, dilakukan pada tanggal 15 November 2023
100 AH (55 Tahun), Wirausaha, Wawancara, dilakukan pada tanggal 15 November 2023
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sebuah aib yang bisa saja berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian ditambah
lagi tidak mendapatkan nafkah pada masa iddahnya.™™

Dalam pluralisme hukum di mana ada hukum Islam, hukum Adat dan
hukum positif. Hendaknya praktik hukum tersebut di Jalankan sesuai dengan
peraturan yang telah di tetapkan sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai atau
Hak Asasi Manusia dapat terlindungi. Sedangkan praktik tidak memberikan
nafkah kepada istri pada masa iddah termasuk permasalah yang fasik, yang harus
dimaksimalkan untuk dijalankan aturannya oleh semua pihak terutama pihak yang
bercerai yaitu suami-istri. %%

Pemberian Nafkah dari pihak suami adalah suatu bentuk jaminan serta
keadilan untuk istri, nafkah yang dimaksudkan meliputi makanan, pakaian, dan
tempat tinggal.

Setelah melakukan penelitian, ditinjau dari teori kemanfaatan penulis
menemukan beberapa fakta yang terjadi dalam pelaksanaan surat edaran ini.
Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan berbagai teknik, diantaranya
dengan mewawancarai pihak KUA Bacukiki dan msyarakat. Setelah melakukan
penelitian tersebut , penulis mengetahui tentang pelaksanaan surat edaran di KUA
Bacukiki. Sekilas, dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa
pelaksanaan surat edaran ini cukup berhasil.

Sebagaimana surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk

mengantarkan suatu kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak

01 Aswat Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum
Islam,” dalam Jurnal Al-Igtishod VVolume 5, Nomor 1, 2021, h.16

192 pradhani, “Pluralisme Hukum Adat dan Hukum Nasional,”dalam Jurnal Hukum
Volume 4, Nomor 1, 2021, h.81.
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menambah-nambabhi,tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga
tidak memiliki arti ambigu (ganda) akibat dari surat edaran tersebut. Berjalannya
suatu kebijakan tidak dapat di lihat dari satu sisi saja,karena suatu kebijakan dapat
di laksanakan apabila ada penerapan yang tegas dari suatu instansi yang
bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya. Terbitnya suatu surat edaran
memiliki landasan latar belakang, maksud dan tujuan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan dalam masa iddah istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan
pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan
perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Manfaatnya yaitu,untuk memberikam
kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang
akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta
samlbutan yang baik terkait surat edaran tersebut . Pada faktanya tidak semua
masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di perkotaan maupun
dipedesaan. Karena mereka biasa diajarkan dan hanya berpegang teguh kepada
hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif.

Dalam pencegahan agar tidak marak terjadi hal yang tidak diinginkan,
Kantor Urusan Agama Bacukiki mengupayakan memberikan penyuluhan dan
sosialisasi baik kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung.
Seperti halnya memberikan penyuluhan kepada calon pengantin saat bimbingan
perkawinan yang dimana hal tersebut wajib dilaksanakan sebelum melangsungkan

pernikahan.
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Selanjutnya kepada masyarakat umum melalui pengajian pengajian atau
sosialisasi dari Kantor Urusan Agama kepada instansiinstansi yang bekerja sama
dengan Kantor Urusan Agama Bacukiki. Agar terhindar dari inkonsistensi dalam
penerapan pelaksanaan nikah dan rujuk, civitas Kantor Urusan Agama Bacukiki
mempedomani Surat Edaran dan peraturan terbaru yang saling berkaitan.
Selanjutnya, Kementerian Agama saat ini memiliki website yang bernama
SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), dengan adanya hal tersebut
poligami yang terselulbung tidak akan terjadi, sebab akan otomatis tertolak oleh
sistem ketika suami yang masih akan mendaftarkan pernikahannya pada saat masa
iddah mantan istri masih berlangsung.

Urgensi dari sebuah aturan masa iddah bagi suami adalah untuk mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya tidak terpenuhi hak-hak istri
dalam masa iddah dan terjadinya poligami terselulbung.’® Selanjutnya, masa
iddah bagi laki-laki berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan
yang ada di Indonesia. Perkawinan sendiri memiliki makna yang merupakan
perjanjian suci antara seorang laki-laki dan wanita dalam mewujudkan keluarga
yang bahagia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'%*

103 patihatul Anhar Azzulfa, “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian,” dalam Jurnal Al-
Mizan Volume 17, Nomor 1, 2021, h.65.

194 Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-
undangan Perkawinan Di Indonesia,”dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14, Nomor 3,
2018, h.: 255.
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Pencatatan pernikahan mendatangkan kemanfaatan seperti halnya bentuk
ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan untuk memenuhi hak-hak
perempuan pasca perceraian. ‘% Hal yang sudah dicapai, yakni kemanfaatn
tersebut merupakan hasil pemikiran dari pemerintah yang sudah selayaknya
diterapkan demi kepentingan masyarakat.

Cita Hukum yang menjamin adanya keadilan kemanfaatan dan ketertiban
maupun kesejahteraan surat edaran ini juga memlbuat tertib administrasi.'%
Ketertiban adminstrasi juga merupakan bentuk dari wujud pelaksanaan tugas
Kementerian dalam membantu mengurus pemerintahan sesuai denga fungsi dan
tugas Kementerian yang terdapat pada Pasal 8 Undang-undang Kementerian
Negara.

Aturan hukum diperbolehkan poligami terdapat dalam Pasal 3 ayat (1)
undang-undang perkawinan, dimana Pengadilan dapat memberi izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak
yang bersangkutan.'®” Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) undang-undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum
Islam.

Makna universal dalam Undang-undang tersebut mengingatkan kepada

105 pachmadi Usman, “Eksistensi Pencatatan Pernikahan Umat Islam di Inonesia ,”dalam
Jurnal EI-Hekam Volume 7, Nomor 1, 2023, h.106.

106 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam
Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume
14, Nomor 2, 2014, h.216.

07 Cahya Samekta Jati, Muhyidin Muhyidin, And Suparno Suparno, “Pelaksanaan
Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi
Di Pengadilan Agama Banyumas),”dalam Diponegoro Law VVolume 10, Nomor 3, 2021, h.: 596.
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para laki-laki yang hendak berpoligami bahwa ada aturan yang mengikatnya jika
hendak berpoligami serta tidak bisa dilaksanakan dengan sewenang-wenang.'%
Sehingga manfaat Surat Edaran di atas dimaksudkan untuk menghindari adanya
poligami terselubung. dikeluarkannya Surat Edaran untuk menghindari poligami
terselubung menjadi sebuah acuan hukum pelarangan pernikahan yang terjadi
dalam masa iddah istri. oleh karenanya keabsahan pernikahan dalam masa iddah
istri dinyatakan tidak sah.

Aturan tersebut merupakan bentuk upaya Kementerian Agama agar tidak .
Pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui tentang surat edaran ini,
kendati demikian terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui namun abai
dengan adanya surat edaran tersebut. Oleh karenanya, peran Kantor Urusan
Agama membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah hukumnya

Berdasarkan temuan di lapangan kondisi sosial beberapa masyarakat
Bacukiki Kelurahan Galung Maloang cenderung lebih menguatamakan hukum
Islam daripada hukum negara atau pemerintah. Hal ini terjadi adanya pengaruh
paradigma Islam tradisonal yang dibawakan oleh tokoh agama setempat yang
beranggapan bahwa hukum Islam mengenai konsep iddah bagi laki-laki atau
syibhul iddah itu tidak ada. Akibatnya masih ada suami yang sedang dalam masa
iddah istri yang datang ke KUA untuk minta dinikahkan secara resmi dan tercatat.

Menurut analisa peneliti kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan

Islam yang sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus

1% Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian
Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” dalam Jurnal Warta Dharmawangsa Volume 13, No. 1,
2019, h. 117.
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dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari
Institusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus
diposisikan sebagai Law as a tools of social engineering.

Menurut Pound hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan hukum. Artinya hukum dapat dijadikan
sebagai alat untuk menggeser paradigma masyarakat menuju masyarakat high
traditional.’® Dalam konteks ini Surat Edaran berfungsi menggiring masyarakat
untuk mematuhi hukum negara untuk mencegah terjadinya poligami terselulbung
dan memenuhi hak-hak istri pasca perceraian.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan Pasca Penerapan Surat Edaran No:P005/DJ.111/Hk.00.7
/10/2021
Negara Indonesia merupakan suatu negara Hukum, sesuatu yang

menyangkut dengan permasalahan selalu diatur berdasarkan hukum. Salah satu
ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap warga negaranya yang
merupakan perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pernikahan
pada prinsipnya selain untuk menJalankan perintah Allah swt. dan sunnah Rasul
adalah juga untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan bagi pasangan suami
istri. Dalam membina rumah tangga suami berstatus sebagai kepala keluarga yang

berkewajiban untuk menJalankan tanggung jawab dengan baik, memberikan

1% Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan
Dan Kemanfaatan,”dalam Jurnal Warta Dharmawangsa Volume 13, Nomor 1, 2019, h.116.
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nafkah kepada keluargannya.**°

Pernikahan dan perceraian merupakan salah satu hak asasi setiap manusia
yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara, dengan diciptakannya
peraturan-peraturan untuk kepentingan warga negara tersebut. Untuk memenuhi
segala kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan perceraian yang
banyak aspeknya itu, hukum Islam sendiri telah menjelaskannya dengan sangat
lengkap baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi
Hukum Islam.

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaiakan permasalahan
diantara suami-istri, akan tetapi tidak berarti hubungan diantara keduannya
terputus, ketika terjadi perceraian maka akan timbul akibat perceraian yaitu
kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. pemberian nafkah tersebut tidak
hanya terbatas dalam ikatan suami isteri saja, akan tetapi ketika terjadi perceraian,
suami tersebut masih berkewajiban memberi nafkah.!**

Namun hal itu bertolak belakang dengan realita yang ada di Kecamatan
Bacukiki Kelurahan Galung Maloang, dari beberapa kasus perceraian yang
ditemukan oleh peneliti, tidak ada satupun yang memberikan nafkah kepada
istrinya selama dalam masa iddah. hal ini disebabkan karena beberapa faktor
seperti perceraian di luar Pengadilan sehingga praktik pemberian nafkah tidak
terlaksanakan dan bahkan kewajiban tersebut tidak begitu di pentingkan.

Penyelesaian perkara nafkah isteri yang ditalak suaminya, keduanya orang Islam

119 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,”dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-
Ta’lim VVolume 14, Nomor 2, 2016, h.185.

111 Nasriah, “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,"dalam Jurnal Lex Philosophy
Volume 2, Nomor 1, 2021, h.15.
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adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat
khususnya yang bercerai tidak mengikuti perceraian di Pengadilan Agama, hanya
melaksanakan perceraiannya di petugas Pencatat Nikah setempat. Perceraian di
luar Pengadilan sangat berdampak Iburuk terhadap perempuan (isteri yang telah
diceraikan), salah satu dampaknya adalah tidak terpenuhinya hak-hak isteri pada
masa iddah seperti yang tertera pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
Ketika terjadi perceraian seorang isteri yang di jatuhi talak berkewajiban
menjalani masa iddah, dan dalam masa ini ia tidak boleh menikah dengan seorang
laki-laki manapun dikarenakan masih dalam tanggungan bekas suaminya.

Hak-hak istri pada masa iddah dapat terpenuhi sesuai dengan pasal 149
huru b Kompilasi Hukum Islam, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan
mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku seperti perceraian di depan
Pengadilan walaupun lafadz talak sudah diucapkan di luar Pengadilan, tetaplah
keduanya masih dalam status perkawinan (belum bercerai). Oleh sebab itu,
sebaiknya para pihak melakukan perceraian di depan Pengadilan sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Undang-undang Pernikahan
Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 (1) dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan begitu

sang isteri dapat menuntut haknya kepada bekas suaminya untuk memberikan
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nafkah iddah kepada dirinya melalui putusan Pengadilan.**?

Adanya tuntutan dari pihak isteri Suatu perkara perdata, baru dapat
diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan, apabila salah satu pihak yang
berperkara mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kePengadilan berupa
adanya suatu “permohonan” dan/atau “gugatan”. Tanpa adanya pengajuan kepada
Pengadilan oleh para pihak yang berperkara, Pengadilan tidak bisa berlbuat apa-
apa. Sehingga setelah melakukan perceraian di Pengadilan tahap selanjutnya
adalah melakukan tuntutan hak sehingga hak-hak isteri pada masa iddah dapat
terjamin akan terpenuhi. Sedangkan jika perceraian di lakukan di luar Pengadilan
Pengadilan, ada beberapa hal yang harus di lakukan agar suami memenuhi hak-
hak isterinya pada masa iddah, yaitu mengingatkan suami akan hak isteri pada
masa iddah. agar memberikan nafkah kepada isterinya.™

Jika cara di atas tidak bisa menyadarkan suami akan tanggung jawabnya
dan masih belum mau memberikan nafkah iddah kepada istri maka tahap
selanjutnya adalah meminta bantuan seorang ustadz, tokoh masyarakat atau yang
mengerti akan hal tersebut untuk memintakan haknya. Peran tokoh agama penting
di dalam masyarakat terutam di pendesaan, bahkan sangat di hormati dan
disegani, oleh karena itu pemberian hak-hak istri pada masa iddah memungkinkan
dapat terpenuhi.

Selanjutnya dapat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Agama jika

112 Shofwatul Widad and R Zainul Musthofa, “Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi
Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian,”dalam jurnal of Islamic
Family Law Volume 1, Nomor 1, 2023, h.10.

3 Puji Kurniawan, “Penerapan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami
Istri,”dalam Jurnal EI-Qanuniy Volume 6 Nomor. 2, 2020, h. 119.
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pernikahan yang dilakukan belum tercatat atau yang bercerai di bawah tangan,
maka terlebih dahulu mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama, setelah
selesai barulah melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu melakukan gugat cerai. Di
dalam Pengadilan Agama di bolehkan untuk mengakomulasi gugatan atau
menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan seperti gugatan nafkah,
gugatan hak asuh anak, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut.
Pengadilan Agama akan memutuskan semua gugatan tersebut dalam satu putusan,
jika putusan tersebut mempunyai hukum tetap barulah seorang istri dapat
menuntut hak kepada suaminya untuk memberikan nafkah iddah. Jika sang suami
tidak mau menjalankan putusan Pengadilan maka sang isteri dapat meminta
bantuan kepada Pengadilan Agama untuk mengekseskusi suaminya melalui Juru
Sita Pengadilan Agama tersebut.

Upaya hukum seperti ini memang memakan waktu lama dan biaya yang
tidak sedikit. Akan tetapi negara sudah menetapkan suatu hukum maka harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti melakukan
pencatatan pernikahan di KUA dan melakukan perceraian di Pengadilan

Agama.'

Secara mendasar, ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam adalah
nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah
menyebabkan timlbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk

menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam

4 Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan
Agama,” dalam dJurnal Hukum Dan Kemanusiaan VVolume 10, Nomor 1, 2016, h.143.
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menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan pihak yang lain, begitulah
hulbungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.*®

Tempat kediaman terhadap istri atau bekas istri dijelaskan dalam pasal 81
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib menyediakan
tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam
iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talgin atau iddah wafat. Tempat
kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan
pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga
berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami
wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta
disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. **°

Pemberian hak nafkah kepada istri yang tertalak dijelaskan dalam pasal
149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut Qobla
Al-Dukhul. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam

keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan

115 Muhammad Najib Daud, “Masa Iddah Pasca Perceraian dalam Teori Mubadalah,”
dalam Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial VVolume 3, Nomor 1, 2023, h. 91.

116 Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian,” dalam Jurnal limiah Mizani,
Volume 2, Nomor 2, 2021, h.88.
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separoh apabila gobla al dukhul serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
mantan istri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali bila ia
nusyuz. *’

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaan
nya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula
sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah maka antara keduanya memiliki
hak dan kewajiban masing masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak
dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi
secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat
terpenuhi. 18

Kewajiban dan hak setiap anggota keluarga sebaiknya diketahui dan
disosialisasi dalam keluarga sehingga setiap anggota dapat menJalankan perannya
dengan baik dan merasa diperlukan dengan adil. Mengingat Keharmonisan sebuah
rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana ke dua pasangan suami istri
dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak masingmasing. Selama keduanya
melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masingmasing, maka

keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. *°

U Tutfi Yana, “Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian,” dalam Jurnal Hukum
Keluarga Islam VVolume 2, Nomor 2, 2022, h. 65.

'8 Reni Nur Aniroh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri,( Yogyakarta: CV. Istana Agency
bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia,2020),h.88.

19 Bastiar Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah
Tangga Sakinah,”’dalam Jurnal Illmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam
Volume 10, Nomor 1, 2018, h.77.



83

Keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban sangat penting.
Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si
istri iakan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga,
ketika si istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan
ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan
sempurna Dengan begitu suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya
masing masing, maka akan terwujud lah ketentraman dan ketenangan hati
sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. *°

Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua
pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan
kewajibannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi tentu, ketimpangan dan
ketidak seimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang
seharusnya dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S At-Talak

ayat 7:

G0 T ) et 20 RG0S Ts 5ls 565 e 58 s a5 B 35 3

vy 28 3a A Jases

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah swt. kepadanya Allah swt. tidak
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa Yyang

120 Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum
Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan
Hadits Ahkam,”dalam Journal of Law & Family Studies VVolume 3, Nomor 1, 2021, h. 98.
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diberikan Allah swt. kepadanya. Allah swt. kelak akan memberikan
kelapangan setelah kesempitan.” %

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian
dan tempat tinggal, serta beberapa kelbutuhan pokok lainnya dan pengobatan,
bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini
wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’Ulama. Ketentuan yang
terkait hak dan kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan- peraturan yang
berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusian dan
keadilan. *#

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status
suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan
sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih
berkewajiban memberi nafkah (mut’ah) yang wajar menurut kemampuan dan
kelayakannya kepada istrinya. Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi
suami adalah wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi
isterinya yang telah dijatuhi talak. **s

Ibn Katsir dan Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kelebihan suami atas istri
adalah bahwa suami bertangung jawab nafkah pada istrinya. Dasar inilah yang
menyebabkan seorang suami berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga
karena adanya kewajiban memberikan nafkah itu. Hukum Islam mengatur tentang

kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas isteri pasca

121 Al-Qur’an Al-Karim Surah At-Talaq : 7

122 Muhammad Fauzan, “Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,”dalam
Jurnal Hukum Islam Volume 16, Nomor 1, 2016, h.98.

123 Abi Hasan, “Nafkah Iddah Talak Raj’i,”dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor
2, 2021, h. 297.
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perceraian adanya mut’ah yakni pemberian hiburan kepada bekas isterinya serta
memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas
isteri selama bekas isteri menJalankan masa iddah dalam talak raj’i. Kedua
kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan kadar
kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban bekas
suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi bekas suami setelah
bekas isteri melewati masa iddah.**

Pada dasarnya kewajiban nafkah berada dipundak suami. Suami berhak
memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih melakukan
kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja tidak menjadi
gugur apabila suami mentalak istrinya dan istri tersebut masih dalam masa iddah.
Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan
suaminya, karena dalam masa iddah istri tidak boleh melangsungkan pernikahan
dengan orang lain. Namun hak itu tidak seperti semasa dalam ikatan perkawinan.
Bentuk hak tidak tergantung pada lamanya masa iddah, tetapi tergantung pada
bentuk perceraian yang dialami perempuan tersebut, apakah talak raj’i atau talak
bain.*?®

Dalam masalah ini para imam mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali terdapat perbedaan pendapat

mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain. 1. Pandangan Imam Hanafi

124 yan Sen Utama Putra,“Nusyuz Suami Dalam Al Qur’an Studi Perbandingan
Penafsiran Al Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa’Ayat 128”dalam Jurnal
Hukum Keluarga Islam Volume 6, Nomor 3, 2020, h. 82.

1% Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,”’dalam Jurnal El-
Thawalib Volume 3, Nomor 3, 2022, h.399.
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Menurut pendapat mazhab Hanafi beliau menegaskan bahwa istri yang ditalak
bain mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj’i
dengan alasan istri yang ditalak bain itu wajib tinggal dirumahnya (Ulum, 2019).

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S At-Talaq ayat 6:
%%ﬁ&wﬁ‘ﬁéb&é’““ﬁ&mby ?"’Ju‘f“i“w’&“/ 3

13 @M r’ﬁ\» B Sy Sw bﬁb ESTARSY 55 Saoil 4B BF ik o

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
sampal mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamu menemui_kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya. "%

Imam Albu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang dicerali
dengan talak raj’i ataupun talak bain dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap
berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi
masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka
diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab
Hanafi. Hal ini disebabkan akibat tertahannya ia pada masa iddah demi hak
suami.*?’

Menurut pendapat mazhab Hanbali beliau mengatakan bahwa istri yang

ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat .Menurut Imam Ahmad

126 Al-Qur’an Al-karim Surah at-talag ayat 6
127 Riyan Erwin Hidayatl, “Hak Istri Pada Masa iddah Talak Ba’in,”dalam Jurnal Al-
Nidzom Volume 2, Nomor 1, 2021, h.34-46.
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bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak
berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda
dengan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan
nafkah dan tempat tinggal.*® Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula
pada ayat Al-Qu’an surat At-Talaq ayat 6: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai
mereka melahirkan kandungannya.

Menurut mazhab Syafi’i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang
ditalak bain berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia
tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Kemudian Wahbah Az-
Zuhaili mengemukakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i mengenai
hak istri dalam masa iddah talak bain, bahwasannya hanya diwajibkan untuknya
(istri) tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah swt. dalam Qur’an surat At-
Talaq ayat 6.%%°
Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki,

Syafi’i dan Hanbali yang telah menentukan suatu hukum dalam masalah ini,

masing-masing mazhab memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut.

a. Imam Hanafi berpendapat adanya nafkah dan tempat tinggal dalam

kondisi apapun baik dalam keadaan hamil ataupun tidak selama dalam

128 Ria Rohtika, “Status Perkawinan Pasca Sumpah Ila’perspektif Mazhab Hanafi Dan
Mazhab Syafi’i,” dalam Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Volume 6, Nomor 3, 2022,
h. 92.

129 Eva Komalasari, Suyud Arif, and Fahmi Irfani, “Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak
Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam,”dalam Jurnal Pendidikan Tambusai
Volume 6, Nomor 2, 2022, h.16144.
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masa iddah.

b. Imam Syafi’i dan Imam Maliki berpendapat hanya tempat tinggal dan
tidak adanya nafkah kecuali ia dalam keadaan hamil.

c. Imam Hanbali berpendapat bahwasannya istri yang ditalak bain tidak
berhak atas nafkah dan tempat tinggal kecuali ia dalam keadaan hamil.
Dari masing-masing pendapat Imam Mazhab istri yang ditalak bain dalam
keadaan hamil mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, tetapi jika istri
dalam keadaan tidak hamil para Imam Mazhab berbeda pendapat.**

Hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat mazhab memiliki
perbedaan pendapat: Menurut Imam Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas
nafkah dan tepat tinggal. Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki
berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan
hamil. Imam Hanbali berpendapat bahwa istri tidak berhak atas nafkah dan tempat
tinggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b dijelaskan bahwa
mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa
iddah talak raj’i, tetapi untuk iddah talak bain istri tidak berhak atas nafkah dan
kiswah (tempat tinggal).

Dalam hal ini tentunya pihak istri akan merasa dirugikan dikarenakan istri
tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menJalani masa iddah,
sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh mantan istri tidak lain
dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tentunya akan

merugikan pihak istri yang selama ini hak nafkah dan tempat tinggal selalu

130 1rma Elviana, “Hak Istri Dalam Talak Bain Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab
Syafi’i Dan Mazhab Hanbali ” dalam Jurnal Ar-Raniry Volume 6, Nomor 2, 2017, h.70.



89

dipenuhi oleh suaminya tersebut.**!

Selanjutnya wawancara dengan Ibu MU menyatakan:

“Saya sudah meninggalkan suami selama 8 bulan karena saya capek
dengan suami yang semaunya menggadaikan harta kami dan mengambil
barang-barang kredit yang tidak penting . Pekerjaan kami memang sudah
sangat cukup namun kebiasaan suami saya seperti itu sehingga keuangan
menjadi sangat menurun. Awalnya saya hanya ingin 1 minggu di rumah
orang tua untuk menenagkan fikiran namun suami tidak pernah merasa
bersalah bahkan tidak ada inisiatif menjemput hingga saya mengajukan
gugatan perceraian kepadanya. Setelah bercerai dia mengabaikan
kewajibannya dalam memberikan nafkah iddah kepada saya bahkan untuk
anak dia melupakan tangging jawabnya.”**2

Hasil wawancara dengan informan bahwa meninggalkan rumah untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga bukanlah solusi yang tepat karena
justru memperlburuk keadaan hingga terjadinya perceraian. Selanjutnya
wawancara dengan Ibu WN menyatakan :

“Saya pulang kerumah orang tua sudah selama enam bulan dan
meninggalkan anaknya dirumah mertua karena sudah tidak ingin
berkomunikasi dengan suami karena sebelum pergi saya merasa suami
berubah dan tidak memberikan perhatian lagi, ada pembicaraan tetangga
pernah saya dengan dia sudah melakukan peselingkuhan dengan
perempuan lain. Saya ingin kembali dengan suami apabila suami
Pgnjelggput dan memlbuktikan kalo tidak bermain dengan perempuan
ain”.

Berdasarkan wawancara di atas, masih banyak rumah tangga yang tidak
sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri di Kelurahan Galung Maloang
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Kemampuan suami-istri dalam

menyelesaikan masalah keluarga belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih

131 Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bain dalam Perspektif Keadilam
Gender,”dalam jurnal hukum Volume 3, Nomor 2, 2018, h.113.

32 FD (48 Tahun), Aparatur Sipil Negara, Wawancara, dilakukan pada tanggal 16
November 2023

33 NV (47 Tahun), IRT, Wawancara, dilakukan pada tanggal 16 November 2023
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banyak keluarga yang memiliki masalah dalam kehidupan keluarganya yang tidak
diatasi dengan segera, baik dengan cara kekeluargaan maupun bantuan dari orang
ketiga seperti tokoh masyarakat selanjutnya istri cenderung meninggalkan rumah
karena konflik yang tak selesai hingga akhirnya terjadi perceraian dan hulbungan
keduanya masih belum baik.

Istri yang meninggalkan rumah, meninggalkan suami, anak dan
kewajibannya dapat dikata nusyuz. Apabila isteri berpergian tanpa suami atau
mahramnya walaupun perJalanan itu wajib, seperti haji, karena perJalanan
perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. Kewajiban
suami apabila isteri pergi adalah mencari dan membawa pulang isterinya lalu
mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga meninggalkan suami. Maka
diharapkan isteri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak
dirasakan suami, atau mengemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta
dan hilanglah mendung kemarahan, atau semoga isteri memberi alasan atas
perhatiannya dan memperbaiki sikapnya kepada suami.**

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
“Apabila perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib sebagai
berikut:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul,
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak balin atau nusyur dan dalam

134 Muhammad Hamim, “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Di Talak
Cerai Karna Nusyuz Analisis Putusan Pengadilan Agama “dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1, Nomor 1,2022, h.20.
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keadaan tidak hamil. * Kewajiban untuk memberikan nafkah“iddah

terdapat pada surat At-Talag Ayat 1:
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Terjemahnya :

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menahadapi) idahnva
(vana waiar). dan hitunalah waktu idah itu. serta bertakwalah kepada
Allah swt. Tuhanmu. Janaanlah kamu keluarkan mereka dari rumahnva
dan ianaanlah (diizinkan) keluar kecuali iika mereka menaeriakan
perbuatan keii vana ielas. Itulah hukum-hukum Allah swt.. dan
baranasiapa melanaaar hukum-hukum Allah swt.. maka sunaauh. dia telah
berlbuat zalim terhadap dirinva sendiri. Kamu tidak menaetahui
baranqkall setelah itu Allah swt. mengadakan suatu ketentuan yang
baru.”

Dalam pembebanan mut“ah dan nafkah iddah diperhatikan istri yang
nusyuz maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, apabila dalam
persidangan ditemukan fakta bahwa istri tergolong istri nusyuz, maka gugur
haknya dalam mendapatkan nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
152 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Mantan istri berhak mendapatkan

nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz”.**’

Melindungi hak-hak perempuan itu tidak harus dengan diberikannya

mut“ah dan nafkah iddah karena telah diceraikan oleh suaminya, tetapi hak-hak

13> Heniyatun Heniyatun and Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam
Perkara Cerai Gugat,”dalam Jurnal Studi Islam Volume 21, Nomor 1, 2020, h.39.

138 Al-Qur’an Al-karim Surah at-talag: 1

37 zahrul Fatahillah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum
Islam”dalam Jurnal Yudisial Volume 14, Nomor 2, 2021, h.271.
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itu diberikan secara proposional artinya jika dilihat dari segi fikih bahwa Kkita
harus dapat menempatkan sesuatu berdasarkan tempatnya.*®

Menurut pengamatan peneliti, terdapat hak-hak perempuan yang
dilindungi dan diperjuangkan dalam surat edaran No.P005/Dj.I11/HK.00.7/10/2021
Dalam tiga Klaster surat edaran tersebut yaitu laki-laki tidak boleh melakukan
pernikahan lagi sebelum masa iddah istrinya selesai karena dapat berpotensi
terjadinya poligami terselulbung. Hanya dapat menikahi perempuan lain dalam
masa iddah setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan. Hal ini merupakan
upaya pemerintah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan. Tidak ada
lain dalam setiap aturan, terlebih dalam lingkup hukum Islam, harus menjunjung
tinggi nilai-nilai maslahah bagi semua pihak, termasuk bagi perempuan
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah.

Dalam perkara poligami, hak yang ingin dipenuhi dalam surat edaran
tersebut adalah hak asasi manusia dan melindungi kehormatan perempuan.
Meskipun pada aturan in masih terdapat pro dan kontra. Maka penyelesaian
masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat
perlindungan, serta wali yang memelihara harta anak yatim dapat terhindar dari
perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil. Dalam bahasa Quraish Shihab,
perkara poligami adalah perkara emergency exit (pintu darurat), yang tidak
sewaktu-waktu dapat dilangsungkan, melainkan hanya dalam kondisi darurat saja.

Sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia adalah perubahan sosial.

Cepat atau lambat, setiap masyarakat dan negara di setiap tempat akan mengalami

138 Aprina Chintya, “Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan
Putusan Pengadilan Agama,”dalam Jurnal Unisia VVolume 1, Nomor 1, 2022, h. 817.
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perubahan sosial.’* Perubahan sosial ini terjadi, baik terencana maupun tidak.
Perubahan rencana merupakan kegiatan “pembangunan” karena bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat perubahan sosial merupakan variasi gaya
hidup yang diterima masyarakat.'*

Masyarakat sedang mengalami perubahan sosial, yang membuatnya
semakin sulit untuk menjalin atau memelihara hulbungan sosial. Akibat mobilitas
keluarga yang tinggi, masyarakat mengalami Kketerasingan budaya dan
ekonomi.**! Perubahan sosial ini mengarah pada intensitas kehidupan modern,
daripada membangun dan memelihara jaringan sosial lokal untuk keluarga dan
anak-anak mereka. Masalah ini terjadi karena keluarga tidak dapat memenuhi
peran, fungsi dan pemenuhan keibutuhan keluarganya.

Salah satu faktor dtidak terpenuhinya hak istri dalam masa iddah adalah
aliran hak dan kewajiban yang tidak memadai, pemenuhan mata pencaharian fisik
dan psikis sebagai pendorong dalam mewujudkan hubungan cinta, sakinah,

mawaddah dan warahmah.'** Makna perkawinan dan peran suami istri dalam

menjalankan hak dan kewajibannya telah mengalami perubahan dan perubahan

139 Tia Mutihah Umar, “Perubahan Peran dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat, dalam
Jurnal Kajian limu Budaya dan Perubahan Sosial Volume 6, Nomor 1, 2022,h. 205.

10 Mohammad Rifan Hadi, “Digitalisasi Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” dalam Jurnal Hukum UIN Sunan Gunung Djati Volume
5, Nomor 2, 2023, h. 124.

141 Sri Wahyuningsih, “Teori Katarsis Dan Perubahan Sosial,”dalam Jurnal Komunikasi
Volume 11, Nomor 1, 2017, h. 39.

2 Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam
Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai,”dalam Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 6, Nomor 1, 2021,
h.63.
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paradigma.'*®

Kesepakatan tali kawin pada dasarnya didasarkan pada kenyataan
bahwa kedua makhluk ini memiliki sifat dan potensi yang berbeda.*** Oleh karena
itu, bila melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks konstruksi sosial,
akan selalu ada dikotomi, baik yang bersumber dari pemahaman agama, sosial
maupun lIbudaya. Pandangan Islam meyakini bahwa dikotomi atau isu gender
antara laki-laki dan perempuan juga berbeda seperti pandangan umumnya.**®

Di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran
istri selalu membantu suami memenuhi kelbutuhan keluarga. Perubahan posisi
dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi
rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan
untuk mencari nafkah.

Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga
secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat.
Namun, meski secara posisi dan perannya diakui secara ekonomi, secara
tradisional perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga®*. Dalam kasus

perempuan atau istri, jika dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga yang tidak mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua

3 Muhammad Azani, “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara
Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian” dalam Jurnal Research in Business Law
Volume 1, Nomor 2, 2022. h.45.

1% Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu
Talo Perspektif Hukum Keluarga Islam,” dalam Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Volume 7,
Nomor 1, 2022, h.39.

143 Jati, Muhyidin, And Suparno, “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada
Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri Studi di Pengadilan Agama Banyumas,” dalam
Jurnal diponegoro law Volume 10, Nomor 3, 2021, h.596.

148 Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Palopo),”dalam Jurnal Social Religion Research Volume 1, Nomor 1,
2018, h. 45.
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departemen dalam bidang sosial yang ada, bahkan seringkali perempuan berperan
ganda dalam memenuhi kelbutuhan hidup dan keluarga. Dengan mengubah
perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurut analisa peneliti perubahan pasangan suami istri saat ini adalah
banyak diantara mereka yang memiliki ekpektasi tinggi dalam hubungannya. Hal
ini memlbuat banyak orang seakan mempercayakan pada pasangannya untuk
mendapatkan kepuasan diri, memenangkan ego dan ambisius serta kebahagiaan.
Padahal sebenarnya dalam hulbungan tentu akan ada juga kesulitan Ibukan hanya
selalu kebahagiaan.

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak
memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di
tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah
perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada
istrinya bahkan dalam masa iddah.

Di sisi lain, berdarsarkan wawancara di Kelurahan Galung Maloang
Kecamatan Bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah
bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini
disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat
menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar
eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan
keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

Inilah efek domino, budaya pop yang menanti masyarakat kita sehingga

pernikahan hanyalah transaksi belaka dan memiliki makna sakral dan sakral untuk


https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-identitas-ego/8817
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dilestarikan'*’. Telah terjadi banyak persoalan perkawinan bukan lagi persoalan
yang terkait dengan persoalan ranjang, tetapi sudah menjadi ranah publik setelah
disahkannya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Dulu, urusan keluarga dirahasiakan.'*® Namun, di era globalisasi saat ini,
urusan keluarga menjadi ranah publik. Keterbukaan informasi dewasa ini dapat
dilihat melalui munculnya beberapa alat komunikasi, seperti telepon genggam
yang hampir dimiliki oleh setiap orang saat ini.Terdapat pula faktor penyebab
tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian dalam masa iddah karena tingkat
pendidikan bahkan dari wawancara sebelumnya peneliti menemukan bahwa
informan saat itu masi Sekolah Menengah Pertama namun kemudian
melangsungkan pernikahan. Menurut analisa peneliti Perubahan budaya yang
ditandai dengan perubahan dan kemajuan teknologi informasi saat ini belum
diimbangi dengan kemauan masyarakat untuk menerima teknologi tersebut,
termasuk penerapan nilai-nilai agama yang turut terpengaruh karena diyakini telah
mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Derasnya arus informasi dan teknologi juga telah menyusup ke anak usia
kerja, seperti kehamilan pranikah yang kini menjadi rahasia umum. **° Usia
menikah dan belum dewasa serta tanpa persiapan mental yang kuat berisiko tinggi

mengalami kerusakan pernikahan, termasuk pemikiran yang belum matang dalam

Y7 Rofiatun Azizah, “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah Studi
Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur,” dalam Jurnal Hukum Metro Volume
6, Nomor 2, 2019, h.76.

8 Dwi Fahmi As-Shibrony, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri
Dalam Masa Iddah.” dalam Jurnal Hukum Islam Volume 1, Nomor 1, 2021, h. 97.

149 Sjti Annisa, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat,” dalam
Jurnal Studi Islam, Volume 2, Nomor 1, 2020, h.110.
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memenuhi hak-hak istri pasca perceraian. Tingkat pendidikan masyarakat masih
tergolong rendah. Hasil wawancara juga ditemukan terdapat suami ke Kalimantan
secara tidak langsung membawa perubahan yang mereka bawa, dan di kampung
halamannya, perubahan gaya hidup, penampilan dan perilaku baja berkontribusi
pada terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Lima kasus yang melakukan permohonan ke KUA Bacukiki yang masing-
masing baru saja bercerai dengan istrinya, untuk menikah lagi dengan perempuan
lain dan pendaftarannya ditolak atau ditangguhkan terlebih dahulu oleh Pihak
KUA Bacukiki dengan alasan adanya pemberlakuan surat edaran ini karena
mantan istrinya belum menyelesaikan waktu tunggu atau idahnya setelah
keputusan bercerainya di ketuk di meja Pengadilan Agama Parepare yang mana
mantan istrinya harus menyelesaikan masa idah dalam waktu tiga kali suci.

Dalam kasus ini bahwa laki-laki mantan suami yang baru saja bercerai
ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain pendaftaran nikahnya
ditolak dengan alasan masa idah mantan istrinya harus selesai terlebih dahulu dan
diperkenankan untuk memikirkan rujuk dengan mantan istrinya. Peraturan yang
dlbuat oleh seksi Kementrian Agama yaitu Dirjen Bimas Islam melalui surat
edarannya memunculkan persepsi masyarakat KUA Kecamatan Bacukiki yang
belum belum memahami surat edaran tersebut.

Walaupun secara figh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi
serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang

berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan
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dapat terealisasi, serta tercegahnya siasat hukum®®. Maka penulis berpendapat
bahwa KUA Kecamatan Bacukiki telah melakukan tindakan yang benar sesuai
surat edaran yang mengandung kemaslahatan. Bagi suami yang benar-benar
mempunya niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru
dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan Hakim kemudian yang
memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadhartan dari
pernikahan dalam masa iddah istri. Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh
masyarakat, beberapa suami yang mengalami peregeseran pemikiran cenderung
menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan terjadi.
Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial
tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup

kehidupan masyarakat disetiap kondisi dan situasi.

%0 Syaiful Annas “ Masa Pembyaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara
Cerai Talak,” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 10, Nomor 1, 2017, h.112.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di Kelurahan
Galung Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat
Islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak
memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-
Qur’an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri
hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama
dalam masa iddah.

2. Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan
suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi
kewajibannya lagi untuk memberikan nafkah meskipun dalam keadaan
iddah. Sehingga istri harus keluar rumah bekerja untuk memenuhi
kelbutuhannya . Selain itu, pernikahan suami yang terjadi dalam masa
iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi
karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab
utama adalah kondisi ekonomi bukan hanya itu ternyata faktor pendidikan
juga mempengaruhi dalam menentukan sikap suami dalam masa iddah
Istri.

3. Berdasarkan hukum Islam perlindungan terhadap hak asasi dan
kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut .

Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan
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kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan
beban. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah membujuk untuk
kembali ke rumah lalu mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga
meninggalkan rumah.Sehingga meskipun terjadi perceraian, namun
hubungan keduanya tidak semakin memperburuk dan tentunya dapat
mempermudah mantan suami memenuhi hak istri dalam masa iddah.

. Rekomendasi
Pihak Kantor Urusan Agama Bacukiki harus bisa lebih melakukan

sosialisasi dalam masyarakat secara lebih mendalam sehingga bentuk
penolakan Ibukan hanya terjadi dalam instansi tersebut.

Untuk masyarakat kota Parepare agar meningkatkan kesadaran dalam
melangsungkan pernikahan begitupun setelah terjadinya perceraian
sehingga hak dan kewajiban suami ataupun istri dapat terpenuhi

. Tinjauan hukum Kkeluarga Islam mengenai surat edaran tersebut
melindungi hak asasi perempuan, maka sudah seharusnya mematuhi
aturan di dalamnya serta lebih memlbuka pemikiran untuk memandang

surat edaran ini dari segala sisi.
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Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan utama realita pemenuhan kewajiban suami dalam
masa iddah pasca penerapan No.P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/2021, penyebab tidak terpenuhinya hak-
hak istri dalam masa iddah pasca penerapan serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap
pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan. Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan
pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui
permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku eknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di
Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam karena
mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih
dalam keadaan iddah.Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami
beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi.

Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak
istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Pemenuhan kewajiban mantan
suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar
tidak memberatkan beban

ABSTRACT

This article analyzes the fulfillment of the wife’s rights during the iddah period after the
implementation of circular letter No. POO5/Dj. iii/Hk. 00.The main problems in this study are How
is the reality of fulfilling the husband's obligations in the iddah period after the implementation,
How is the cause of the non-fulfillment of the wife's rights in the iddah period after the
implementation of the Circular Letter, How is the review of Islamic family law on the fulfillment of
women's rights after the implementation of the Circular Letter This type of research is field with
an empirical juridical approach, research conducted directly to find out the problems that actually
occur, then it will be connected with the applicable laws and regulations. The reality of the
implementation of the fulfillment of the husband's obligations during the wife's iddah period in
Galung Maloang Village, Bacukiki District does not run in accordance with Islamic law because
the former husband when he divorced his wife did not provide maintenance again even though he
was still in iddah. In the Bacukiki Religious Affairs Office this Circular Letter has been
implemented but its application in the community is still not appropriate. The husband's marriage
that occurs during the wife's iddah period tends to result in the fulfillment of the wife's rights not
being fulfilled because he is already focused on the second marriage. Fulfillment of the obligations
of the former husband is adjusted to the ability and level of appropriateness prevailing in the
community so as not to burden the burden.
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LATAR BELAKANG

Pernikahan dinilai sakral dengan ikatan laki-laki dan perempuan memiliki latar
belakang yang berbeda didasarkan keinginan menjadi satu ikatan suci, untuk membangun
keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan Magasid Al-Syari’ah, yaitu menjaga keturunan
dalam tingkat dharuriyah, hajiyah dan tahshiniyah (Syuhud, H., 2020).

Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat modern sekarang ini kurang
mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai motivasi untuk membangun hubungan suami
istri dalam bentuk kasih sayang (sakinah, mawaddah dan warahmah) merupakan konsepsi
Islam yang luhur untuk selalu dijaga dan diaplikasikan (Hasan, B., 2009).

Fenomena vyang ditemukan pada Jalan Lingkar Tassiso Kecamatan Bacukiki
Kelurahan Galung Maloang, ada beberapa perempuan yang telah bercerai  belum
menyelesaikan masa iddahnya, akan tetapi mantan suami mereka telah melaksanakan
pernikahan dengan perempuan lain. Mantan suaminya telah menikah kembali saat
perceraiannya baru dua bulan lebih tujuh hari disebabkan sebelum bercerai sudah menjalin
hubungan dengan wanita lain.

Asas-asas hukum merupakan aturan-aturan mendasari hukum yang abstrak dan pada
umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum didalam sistem hukum,
asas hukum itu terdapat fungsinya antara lain dengan menjaga keberlakuan asas atau
konsistensinya, mengakhiri konflik yang ada di dalam sistem hukum berlaku (Irfani, N.,
2020).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak sang suami
memiliki kewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla al-dukhul memberi nafkah, maskan dan
kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in
atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya,
dan separuh gabla al-dukhul memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun (Maroa, M.D & Sucipto, D., 2022).

Fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan
kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada
hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan
anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap
tugas sucinya. Pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah juga akan ditinjau pasca surat
edaran direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Berdasarkan pemaparan di atas agaknya menarik untuk dikaji ulang secara mendalam
mengenai realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan Surat
Edaran No.P005/Dj.111/Hk.00.7/10/2021 serta menganalisis penyebab berdasarkan tinjauan
hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak perempuan pasca penerapan surat edar
tersebut.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non doctrinal dengan jenis
field research (penelitian lapangan). Peninjauan digunakan data primer dari lapangan
yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua
data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian secara langsung berinteraksi
kepada dengan Kepala Kantor Urusan Agama Parepare terkait surat edaran Nomor:
PO05/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna dibalik realita. Sedangkan
data sekundernya berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-
kasus pernikahan dalam masa iddah istri di Kantor Urusan Agama Parepare.
Selanjutnya, hasil dari pemikiran atau konsepsi analisis dihubungkan dengna
penyebab dan tinjauan hukum keluarga Islam mengenai pemenuhan hak-hak
perempuan pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.I11/HK.00.7/10/2021.

HASIL DAN DISKUSI
Realita dan Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Masa lddah Pasca Penerapan Surat
Edaran Nomor: P-005/DJ.111/ Hk.00.7/10/2021 di Kota Pare-Pare

Kementerian Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor

005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri. Surat Edaran tersebut
merupakan petunjuk bagi prosedur pelaksanaan pencatatan nikah bagi seorang laki-laki yang
akan menikah dengan perempuan lain pada masa iddah istrinya dan merupakan bentuk
kepastian dari tata cara serta prosedur pencatatan nikah bagi seorang laki-laki pada masa iddah
istrinya. Dasar dari terbitnya surat edaran tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun
1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
(Jayusman, 2022).

Pada hakikatnya, jika laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa
iddah mantan istrinya tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah ada, namun hal
tersebut bisa mengakibatkan penyelundupan hukum berupa poligami secara liar atau
penyeludupan hukum meskipun ia dengan kedua istrinya mendapatkan buku nikah atau
legalitas berupa Akta nikah yang merupakan bukti pernikahan yang sah Demikian hal
tersebut sebetulnya bertentangan dengan Pasal 3 undang-undang No. 1/1974 tentang
Perkawinan. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Indonesia menganut
perkawinan azas monogami, bagi laki-laki yang akan berpoligami harus mengajukan
permohonan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan serta mengikuti prosedur
tertentu. Pernikahan yang dilakukan oleh suami yang menikah pada masa iddah pada
dasarnya adalah pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 4 undang-undang No. 1/1974
tentang Perkawinan dan juga Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dengan
hukum (Saputera & Lamunte, 2020).

Pernikahan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal yakni kematian, perceraian, dan
putusan Pengadilan. Perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Pencatatan perceraian
bertujuan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1/1974 tentang Pernikahan yang menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi
beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka
yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah
berkekuatan hukum tetap (Imron, A., 2017). Pada Pasal Undang-Undang No. 7/1989, tidak
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terdapat penjelasan tentang akta cerai yang harus diberikan sudah yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap (/nkracht), maka surat edaran yang baru memberikan penjelasan dan
mengisi kekosongan hukum mengenai penggunaan akta cerai pada pendaftaran. Inkracht
sendiri bermakna putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah tidak dapat
diganggu gugat serta tidak ada yang dapat mengubahnya (Saputra, R.A., 2023).

Ketentuan masa iddah terdapat pada Pasal 11 undang-undang NO. 1/1974 tentang
Pernikahan pada ayat (1) dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya
berlaku jangka waktu tunggu. Perihal waktu tunggu diatur pada Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan undang-undang NO 1/1974 tentang perkawinan, untuk pernikahan
yang putus akibat kematian maka ditetapkan seratus tiga puluh hari, akibat perceraian bagi
yang masih mengalami menstruasi ditetapkan tiga kali suci atau sembilan puluh hari dan bagi
yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan sembilan puluh hari, jika sedang hamil maka
hingga ia melahirkan. Selanjutnya bagi yang belum melakukan hubungan suami istri maka
tidak berlaku baginya masa tunggu (Maknun & Auladi, 2023).

Lebih lanjut mengenai implementasi surat edaran tersebut wawancara dengan bapak
Kepala KUA Bacukiki, Taufiqur Rahman dan perangkat istansi lain menjelaskan bahwa
meskipun Surat Edaran tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat tetap masih terjadi
pro dan kontra dalam penerapannya.

Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah yang telah
ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya dijelaskan dalam Undang-
undang. Dalam prakteknya pernikahan yang dilaksanakan sebelum masa iddah selesai
bukanlah hal yang baru dalam masalah pernikahan, akan tetapi tidak banyak masyarakat
yang menyadari hal tersebut. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus
globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat bukan
hanya menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada yang
sudah menjalin hubungan gelap dengan pria ataupun wanita lain (Rifqi, M., 2020).

Kekuatan hukum Surat Edaran fenomena Surat Edaran dalam hierarki hukum dan
peraturan di Indonesia menjadi perdebatan apakah termasuk dalam ranah pengaturan
(regeling) atau bersifat penetapan (beschikking). Faktor-faktor penerbitan Surat Edaran hanya
ditertibkan karena keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh
ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dapat
dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik
(Runtuwene, T.B.V., 2015).

Aspek yuridis pembuatan Surat Edaran ini tidak merujuk pada peraturan perundang-
undangan tertentu, dan dbuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu
hal juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari.aspek
filosofis, pembentukan Surat Edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-
norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui Surat
Edaran. Berdasarkan aspek sosiologis, Surat Edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan
mendesak untuk memenuhi kekosongan harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat
internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis
dan sosiologis. Tetapi kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan
sebagai peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma
hukum hanya sebagai peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Surat
edaran dibentuk atau dibuat oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga yang berwenang
dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan (Sagama, S., 2018).



135

Jika di lihat dari tinjauan undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut,karena di dalam
undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang
pernikahan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai (Cahyadi, 1., 2018).
Sedangkan dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah
lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu.

Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori besar hukum, mempersyaratkan validitas suatu
Norma Hukum dalam arti ‘“keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-Syarat
sebagai berikut: Pertama, Keberlakuan sosial atau faktual, maksudnya pada kenyataannya
kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga
menerima sanksi bagi orang yang tidak menJalankannya. Kedua, keberlakuan yuridis,
maksudnya aturan hukum tersebut dlbuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak
bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral,
maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti
tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.
Efektivitas berlakunya hukum pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh
masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan
terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya
hal tersebut aturan itu tidak efektif (Al-Fatih, S., 2011).

Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat
Edaran

Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan memberikan nafkah
iddah kepada mantan istrinya, nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan pada saat
mantan istri menJalani masa tunggu setelah terjadinya perceraian. Masa tunggu iddah berkisar
sekitar empat bulan sepuluh hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami dan
tidak dalam hamil, masa iddah untuk perempuan yang bercerai karena talak raj’i maka masa
iddah yang berlaku adalah tiga bulan atau tiga kali masa haid dan masa iddah untuk
perempuan yang diceraikan dengan talak tiga masa iddahnya adalah satu masa haid untuk
memastikan ia tidak sedang hamil sedangkan masa iddah untuk perempuan yang tengah hamil
ialah sampai ia melahirkan, aturan masa iddah juga berlaku bagi perempuan yang menggugat
cerai suaminya adapun masa iddah bagi perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa
haid, setiap perempuan yang memiliki perbedaan masa iddah (Yulianti, D., 2020).

Adapun beberapa faktor penyebab tidak terpenuhi hak istri dalam masa iddah sebagai
berikut:

2. Pernikahan dalam masa iddah

Secara umum diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Bacukiki Kelurahan Galung
Maloang khususnya yang muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal
yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan kewajiban iddah beserta hokum hukum
yang berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan yang belum memahami tentang
masa iddah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan poligami
terselubung memang sangat rentan terjadi dan suami cenderung mengabaikan
kewajibannya terhadap mantan istri karena merasa kesal ditolak keinginanya untuk rujuk
kembali. Pernikahan dalam masa iddah memang sudah banyak yang terjadi sebelum surat
edaran tersebut diterbitkan, hanya saja masyarakat tidak mengenal lebih jauh tentang masa
iddah istri. Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi oleh suami dan tidak
berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh
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mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur dalam Al-Quran Surat At-
Talaq (2).

3. Kondisi Ekonomi, adanya stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga,
bisa mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang terlalu
bergantungan pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan pekerjaan lain. Di
Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki masih banyak peran istri selalu
membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan
dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan
kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah. Kontribusi
ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga secara tidak langsung
memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat (Rahman, A., 2018). Di sisi lain,
berdarsarkan wawancara di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki ada beberapa
yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah
dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis
masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk
mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal, terutama yang berkaitan dengan
keberlanjutan keluarga kurang diperhatikan.

4. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasa
verba atau lisan yang sangat keras. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri.
Situasi sepertiini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Masyarakat
terutama perempuan dari Kelurahan Galung berpendapat bahwa tidak mengapa jika
mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang terpenting ialah sudah tidak ada lagi
kekerasan terhadapnya. Dalam hal ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar
masalah tersebut bisa segera teratasi.

5. Tingkat Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan suami akan berpengaruh pada kualitas
keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi rendah dan
ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah. Dari hasil
wawancara, jenjang pendidikan para pihak yang bercerai rata-rata masih jenjang
pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Mengindikasikan bahwa di lihat dari
kualitas pendidikan formalnya, mereka tergolong sangat rendah. Keberadaan faktor
pendidikan di sini sangat diperlukan, karena pendidikan dapat mencerdaskan dan
mendewasakan pasangan suami-istri bahkan ketika menghadapi perceraian.

6. Kebiasaan lingkungan yang merambah ke seluruh pola piker masyarakat. Faktor
penyebab lain tidak diberikannya nafkah terhadap bekas istri selama masa
iddah adalah adat kebiasaan masyarakat yang ada di sana, sehingga ketika
terjadi perceraian si istri langsung pergi meninggalkan tempat tinggal

suaminya, masa iddahnya di Jalankannya dirumah orang tuannya.

Kontribusi tentang pemberian nafkah ini di Jalankan oleh semua pihak, baik para pihak
yang bercerai maupun masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut, karena pemberian
nafkah ini Ibukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan akan tetapi ada teks nashnya,
baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Dalam segi sosial, pemberian nafkah ini juga
berpengaruh terhadap kehidupan. perempuan yang diceraikan. Ketika perempuan diceraikan,
maka itu dianggap sebuah aib yang bisa saja berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian
ditambah lagi tidak mendapatkan nafkah pada masa iddahnya (Rahman, A., 2021).

Dalam pluralisme hukum di mana ada hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif.
Hendaknya praktik hukum tersebut di Jalankan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan
sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai atau Hak Asasi Manusia dapat terlindungi.
Sedangkan praktik tidak memberikan nafkah kepada istri pada masa iddah termasuk
permasalah yang fasik, yang harus dimaksimalkan untuk dijalankan aturannya oleh semua
pihak terutama pihak yang bercerai yaitu suami-istri.

Urgensi dari sebuah aturan masa iddah bagi suami adalah untuk mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi, seperti halnya tidak terpenuhi hak-hak istri dalam masa iddah dan
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terjadinya poligami terselubung (Azzulfa, 2021). Selanjutnya, masa iddah bagi laki-laki
berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan
sendiri memiliki makna yang merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan wanita
dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Usman, 2018).

Cita Hukum yang menjamin adanya keadilan kemanfaatan dan ketertiban maupun
kesejahteraan surat edaran ini juga membuat tertib administrasi. Ketertiban adminstrasi juga
merupakan bentuk dari wujud pelaksanaan tugas Kementerian dalam membantu mengurus
pemerintahan sesuai denga fungsi dan tugas Kementerian yang terdapat pada Pasal 8 Undang-
undang Kementerian Negara.

Berdasarkan temuan di lapangan kondisi sosial beberapa masyarakat Bacukiki Kelurahan
Galung Maloang cenderung lebih menguatamakan hukum Islam daripada hukum negara atau
pemerintah. Hal ini terjadi adanya pengaruh paradigma Islam tradisonal yang dibawakan oleh
tokoh agama setempat yang beranggapan bahwa hukum Islam mengenai konsep iddah bagi
laki-laki atau syibhul iddah itu tidak ada. Akibatnya masih ada suami yang sedang dalam masa
iddah istri yang datang ke KUA untuk minta dinikahkan secara resmi dan tercatat.

Menurut analisa peneliti kedudukan Surat Edaran di sini sebagai aturan Islam yang sudah
dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA,
sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam Untuk
mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai Law as a tools of social
engineering. Dalam konteks ini Surat Edaran berfungsi menggiring masyarakat untuk
mematuhi hukum negara untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dan memenuhi hak-
hak istri pasca perceraian.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca
Penerapan Surat Edaran

Negara Indonesia merupakan suatu negara Hukum, sesuatu yang menyangkut dengan
permasalahan selalu diatur berdasarkan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya
perlindungan terhadap warga negaranya yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia. Pernikahan pada prinsipnya selain untuk menJalankan perintah Allah swt.
dan sunnah Rasul adalah juga untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan bagi pasangan
suami istri. Dalam membina rumah tangga suami berstatus sebagai kepala keluarga yang
berkewajiban untuk menJalankan tanggung jawab dengan baik, memberikan nafkah kepada
keluargannya (Wibisana, 2016).

Pernikahan dan perceraian merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang perlu
mendapatkan perlindungan dari negara, dengan diciptakannya peraturan-peraturan untuk
kepentingan warga negara tersebut. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan
masalah pernikahan dan perceraian yang banyak aspeknya itu, hukum Islam sendiri telah
menjelaskannya dengan sangat lengkap baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaiakan permasalahan diantara
suami-istri, akan tetapi tidak berarti hubungan diantara keduannya terputus, ketika terjadi
perceraian maka akan timbul akibat perceraian yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada
isterinya. pemberian nafkah tersebut tidak hanya terbatas dalam ikatan suami isteri saja, akan
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tetapi ketika terjadi perceraian, suami tersebut masih berkewajiban memberi nafkah (Nasriah,
2021).

Namun hal itu bertolak belakang dengan realita yang ada di Kecamatan Bacukiki
Kelurahan Galung Maloang, dari beberapa kasus perceraian yang ditemukan oleh peneliti,
tidak ada satupun yang memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah. hal ini
disebabkan karena beberapa faktor seperti perceraian di luar Pengadilan sehingga praktik
pemberian nafkah tidak terlaksanakan dan bahkan kewajiban tersebut tidak begitu di
pentingkan. Penyelesaian perkara nafkah isteri yang ditalak suaminya, keduanya orang Islam
adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat
tinggal, serta beberapa kelbutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri
adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-
Qur’an, Hadits dan [jma’Ulama. Ketentuan yang terkait hak dan kewajiban dalam ajaran Islam
maupun peraturan- peraturan yang berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai
kemanusian dan keadilan (Fauzan, 2016).

Hak-hak istri pada masa iddah dapat terpenuhi sesuai dengan pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti prosedur sesuai
dengan aturan yang berlaku seperti perceraian di depan Pengadilan walaupun lafadz talak
sudah diucapkan di luar Pengadilan, tetaplah keduanya masih dalam status perkawinan
(belum bercerai). Oleh sebab itu, sebaiknya para pihak melakukan perceraian di depan
Pengadilan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115: “Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Undang-undang Pernikahan Nomor 16
Tahun 2019 Pasal 39 (1) dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan
Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan begitu sang isteri dapat menuntut haknya kepada
bekas suaminya untuk memberikan nafkah iddah kepada dirinya melalui putusan Pengadilan
(Widad & Musthofa, 2023).

Upaya hukum seperti ini memang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.
Akan tetapi negara sudah menetapkan suatu hukum maka harus dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan seperti melakukan pencatatan pernikahan di KUA dan melakukan
perceraian di Pengadilan Agama. Secara mendasar, ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum
Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah
menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan
kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya,
berarti menelantarkan pihak yang lain, begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad
perkawinan (Daud, 2023).

Menurut mazhab Syafi’i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak bain
berhak mendapatkan tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan
nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan
pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain,
bahwasannya hanya diwajibkan untuknya (istri) tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah
swt. dalam Qur’an surat At-Talaq ayat 6. Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula
pada ayat Al-Qu’an surat At-Talaq ayat 6: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan
kandungannya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali
tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat
tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan
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nafkah dan tempat tinggal. Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi’i dan Hanbali yang telah menentukan suatu hukum dalam masalah ini, masing-
masing mazhab memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut.

Hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat mazhab memiliki perbedaan
pendapat: Menurut Imam Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tepat tinggal.
Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki berhak atas tempat tinggal tetapi tidak
berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Imam Hanbali berpendapat bahwa istri tidak
berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b
dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam
masa iddah talak raj’i, tetapi untuk iddah talak bain istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah
(tempat tinggal).

Namun berdasarkan hasil wawancara, masih banyak rumah tangga yang tidak sesuai
dengan tujuan pernikahan itu sendiri di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota
Parepare. Kemampuan suami-istri dalam menyelesaikan masalah keluarga belum optimal. Hal
ini dapat dilihat masih banyak keluarga yang memiliki masalah dalam kehidupan keluarganya
yang tidak diatasi dengan segera, baik dengan cara kekeluargaan maupun bantuan dari orang
ketiga seperti tokoh masyarakat selanjutnya istri cenderung meninggalkan rumah karena
konflik yang tak selesai hingga akhirnya terjadi perceraian dan hubungan keduanya masih
belum baik.

KUA Kecamatan Bacukiki telah melakukan tindakan yang benar sesuai surat edaran
yang mengandung kemaslahatan. Bagi suami yang benar-benar mempunya niatan untuk
menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan Agama, dan Hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut
dapat mengalahkan kemadhartan dari pernikahan dalam masa iddah istri. Seiring dengan
kebudayaan yang dialami oleh masyarakat, beberapa suami yang mengalami peregeseran
pemikiran cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan
terjadi. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial tidak
lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup kehidupan
masyarakat disetiap kondisi dan situasi.
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KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di Kelurahan Galung
Maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam karena mantan
suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih
dalam keadaan iddah. Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan
istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa
iddah.

Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami
beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi untuk
memberikan nafkah meskipun dalam keadaan iddah. Sehingga istri harus keluar rumah
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pernikahan suami yang terjadi dalam
masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena
sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi
ekonomi bukan hanya itu ternyata faktor pendidikan juga mempengaruhi dalam menentukan
sikap suami dalam masa iddah istri.

Berdasarkan hukum Islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan
perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut. Pemenuhan kewajiban mantan suami
disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar
tidak memberatkan beban. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah membujuk untuk
kembali ke rumah lalu mencari sebab terjadinya perubahan isteri sehingga meninggalkan
rumah.Sehingga meskipun terjadi perceraian, namun hubungan keduanya tidak semakin
memperburuk dan tentunya dapat mempermudah mantan suami memenuhi hak istri dalam
masa iddah.

REKOMENDASI

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini terkhusus
pada pengembangan implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pada masa iddah, maka
perlunya beberapa saran yang berkenaan dengan tulisan ini agar hukum keluarga Islam
mengenai surat edaran tersebut melindungi hak asasi perempuan, maka sudah seharusnya
mematuhi aturan di dalamnya Serta lebih membuka pemikiran untuk memandang

surat edaran ini dari segala sisi.
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